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 Salam Sejahtera.... 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas limpahan 
kasih karunia-Nya dan semoga kita senantiasa berada dalam lingkupan kasih-
Nya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas semua 
dukungan dan doa keluarga, juga teman-teman sehingga skripsi yang berjudul 
“Analisis Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di 
Kabupaten Tana Toraja” ini, dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat 
waktu. 
 Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan 
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin. 
 Penulis sangatlah menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. 
Untuk itu, penulis bersedia menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan 
yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. 
Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai 
rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada 
pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan 
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ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan 
juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, akhirnya skripsi ini 
dapat diselesaikan. 
Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa 
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ARDIYANTO, E12112004 NIM. Analisis Hubungan Budaya Lokal dalam 
Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja (dibimbing oleh Prof. 
Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si dan Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menggambarkan 
penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman 
sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan  
mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam 
pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. 
  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam 
pelaksanaannya tidak  menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus 
dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani).  Penerapan nilai 
budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai 
tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur.Tidak semua pula aparatur 
memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa 
dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang 
diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan 
pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung 
apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut. 
 





















Ardiyanto , E12112004 NIM . Analysis of Cultural Relations in the Ministry of 
Local Government in Tana Toraja ( supervised by Prof. Dr. H. Juanda 
Nawawi , M.Si and Andi Lukman Irwan , S.IP , M.Si ) 
 
This study aims to determine and describe the application of the local culture in 
Tana Toraja district in recent times , especially in the Integrated Licensing 
Services Office and determine the factors supporting and hindering the 
implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing 
Services Office in Tana Toraja district. 
 
Data collection methods used were observation , interviews and document study . 
Then analyzed qualitatively . 
The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the 
implementation does not guarantee the existence of local cultural values , 
specifically in this study is Tallu bakaa ( kinaa , sugi' , barani ) . Application of 
local cultural values Tallu bakaa , can not be applied to the maximum because 
the value is not fully understood by the authorities . Not all officers understand 
kinaa , sugi’ ' and barani , therefore the authors concluded that the application 
was only partially implemented according to the known fundamental . Local 
cultural relations in government services specifically local cultural values Tallu 
bakaa , very supportive if properly understood and applied these values. 
 










1.1 Latar Belakang Penelitian 
Perkembangan zaman telah memberikan pengaruh yang besar bagi 
kehidupan bermasyarakat. Pola perilaku dan interaksi dalam masyarakat 
berubah seiring dengan munculnya hal-hal yang baru, yang disebabkan oleh 
banyak hal, salah satunya adalah tuntutan perubahan zaman serta 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan pola perilaku 
dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya perubahan budaya. 
Perubahan budaya yang terjadi disebabkan oleh tuntutan zaman serta 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menggeser nilai-nilai 
budaya lokal dalam masyarakat. 
Budaya lokal mengandung nilai yang sarat dengan makna yang 
mendalam dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat yang menganutnya. 
Nilai – nilai tersebut erat kaitannya dengan nilai yang terkandung dalam 
ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia 
juga dikenal dari budayanya yang unik. 
Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota 
(wikipedia), memiliki 300 kelompok dan 1.340 suku bangsa (BPS 2010) 
dengan budaya yang berbeda dalam kehidupan sosial dan juga dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. 
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Otonomi daerah hadir memberikan kesempatan bagi setiap daerah 
untuk mengembangkan daerahnya sendiri, sesuai dengan potensi masing-
masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang 
penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan 
suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan 
kekhasan daerah masing-masing. 
Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah 
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844).  
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Seiring dengan perkembangan zaman, maka Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang 
sampai saat ini telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan 
terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. 
Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi aparatur pemerintah 
daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan 
kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah, 
sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan 
pemerintahan daerah. Aparatur Pemerintah daerah bebas berkreasi dan 
berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak 
melanggar ketentuan perundang-undangan. 
Kabupaten Tana Toraja merupakan sebuah kabupaten yang dikenal 
dengan budayanya yang unik. Oleh sebab itu, maka kebudayaan ini telah 
diusulkan sebagai kebudayaan warisan dunia oleh United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Adanya otonomi 
daerah merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas perkembangan 
budaya oleh pemerintah secara khusus pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 
Warisan budaya Tana Toraja, tidak terlepas dari masyararakat 
adatnya yang terus menjaga warisan nenek moyang. Masyarakat Toraja 
sangat menjaga adat istiadat tradisi para leluhur, mereka percaya bahwa 
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adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan suku toraja, sehingga perlu 
dijaga kelestarian dan keberadaannya. Warisan budaya yang senantiasa 
dijaga oleh masyarakat toraja adalah rumah adat  yang disebut Tongkonan. 
Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja, atapnya 
melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu (saat ini 
sebagian tongkonan menggunakan atap seng). Pada bagian depan terdapat 
deretan tanduk kerbau, dalam ruangan terdiri dari beberapa bagian yang 
dijadikan ruang pertemuan, tempat tidur dan dapur dan tempat penyimpanan 
mayat. 
Tongkonan berasal dari kata tongkon (artinya duduk bersama-sama). 
Tongkonan dibagi berdasarkan tingkatan atau peran dalam masyarakat 
(stara sosial Masyarakat Toraja). Di depan tongkonan terdapat lumbung padi, 
yang disebut „alang„. Tiang-tiang lumbung padi ini dibuat dari batang pohon 
palem (banga) saat ini sebagian sudah dicor. Di bagian depan lumbung 
terdapat berbagai ukiran, antara lain bergambar ayam dan matahari (pa'bare' 
allo), yang merupakan simbol untuk menyelesaikan perkara. 
Rumah adat Tongkonan bukanlah sekedar rumah adat akan tetapi 
didalamnya terdapat nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi masyarakat 
Toraja dalam berinteraksi. Budaya Toraja tidak mengenal sastra tulisan, 
tetapi hanya mengenal sastra lisan. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang dianut 




Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Tana Toraja, juga 
berdasar kepada nilai- nilai yang terdapat dalam Tongkonan. Ada empat nilai 
dari Tongkonan secara mendasar dan ada beberapa nilai yang dianut yang 
telah disesuaikan dengan perkembangan yang ada, tanpa menghilangkan 
makna yang sesungguhnya. 
Keempat nilai yang terkandung pada Tongkonan dikungkapkan dalam 
ungkapan yaitu sebagai beriku:  Tongkonan ditimba uainna artinya : uai 
berarti air dan ditimba artinya ditimba, yang mengandung makna bahwa 
tongkonan sebagai sumber bahan makanan bagi warganya; Tongkonan 
dikalette’ tanananna : dikelette’ artinya dipetik, dan tananan berarti tanaman, 
yang mengandung arti bahwa tongkonan sebagai sumber bahan makanan 
bagi warganya; Tongkonan dire’tok kayunna artinya: dire’tok artinya ditebang, 
dan kayunna berarti kayu, yang mengandung makna bahwa tongkonan 
sebagai sumber bahan bangunan bagi warganya; Tongkonan di kumba’ 
litakna : litakna artinya tanah milik tongkonan pemanfaatannya berfungsi 
sosial dalam arti kata seluas – luasnya dan Tongkonan dipoada’ ada’ na, 
dipoaluk alukna : ada’ artinya adat istiadat, aluk artinya agama (religius) yang 
mengandung makna bahwa segala tindakan, tata kelakuan, pola hubungan 
sosial, norma–norma dan aturan–aturan dalam kehidupan bersama 
bersumber dari Tongkonan yang dilandasi oleh nila-nilai keagamaan.1 
                                                 
1 RPJP Kabupaten Tana Toraja 2010-2030 
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Disamping nilai–nilai budaya tradisional yang bersumber dari 
Tongkonan tersebut diatas, nilai yang dianut dalam penyelenggaraan 
pembangunan Kabupaten Tana Toraja juga dikombinasikan dengan cara 
pandang yang dianut secara global. Nilai berfungsi sebagai rambu–
rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang 
dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nilai–nilai Tongkonan 
yang dikombinasikan dengan cara pandang secara global dan yang akan 
menjadi koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan di 
Kabupaten Tana Toraja diantaranya adalah Tallu Bakaa, yang meliputi kinaa, 
sugi’ dan barani. Makna dari ketiga nilai yang disebut dengan Tallu Bakaa 
merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pemerintah sebagai pemimpin 
dan juga sebagai pelayan kepada masyarakat. 
Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung 
jawab pemerintah. Oleh sebab itu, pelayanan yang diberikan harus 
mempunyai kualitas yang baik. Kualitas pelayanan yang baik dapat dicapai 
dengan adanya pelayan yang dapat melayani sesuai dengan ketentuan yang 
ada, sebagaimana mestinya. 
Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, pemerintah 
dituntut untuk dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam 
memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah 
berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan 
kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel 
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kolaburatis dan dialogis dengan cara-cara yang sloganis menuju cara-cara 
kerja yang realistik pragmatis (Thoha, 1998:119).2 
Namun, pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkadang belum 
memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kualitas pelayanan 
yang diberikan kepada masyarat tidak memberikan hasil yang memuaskan 
karena disebabkan oleh pribadi dari pelayan tersebut yang tidak memiliki 
komitmen yang tinggi untuk melayani, kepribadian sebagai pelayan dan 
ketiadaktaatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana nilai lokal 
masyarakat Toraja yakni kinaa. 
Selain itu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat belum memiliki 
kemampuan intelektual yang baik mengenai suatu bidang yang dikerjakan 
sehingga belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara 
profesional. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak memiliki kekayaan 
intelektual, moralitas sebagaimana merupakan nilai lokal yang dianut 
masyarakat toraja dengan istilah sugi’.  
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya terkadang tidak berani 
menanggung resiko dan mengambil keputusan juga tidak berani untuk 
berlaku secara jujur. Sebagaimana masyarakat Toraja yang menganut nilai 
lokal barani.  
                                                 
2 Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di 
Indonesia, (Makassar: Pustaka Refleksi). Hal 186 
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Pada perkembangan zaman sekarang ini, tidak menutup kemungkinan 
bahwa nilai-nilai lokal akan terkikis seiring dengan perkembangan yang ada. 
Selain itu, kecintaan terhadap nilai-nilai budaya lokal semakin berkurang, 
padahal nilai-nilai lokal merupakan nilai yang mengandung makna yang tinggi 
bagi seorang penganutnya. Oleh sebab itu, pelestarian budaya dipandang 
penting untuk tetap menjaga ciri khas suatu daerah sebagai sebuah identitas. 
Hal ini merupakan hal yang penting untuk dikaji dan diteliti untuk tetap 
menjaga nilai nilai lokal yang ada pada suatu daerah. 
Pentingnya penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
sebagai sebuah upaya untuk menganalisis nilai budaya lokal dalam tatanan 
pemerintahan dalam upaya pengembangan nilai-nilai lokal sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel pada Kantor 
Pelayanan Perzinan Terpadu (KPPT). KPPT diresmikan oleh Bupati Tana 
Toraja pada tanggal 7 Mei 2015 dalam rangka Gebyar Perizinan untuk 
menumbuh kembangkan usaha masyarakat. Penulis akan menganalisis 
pelayanan perizinan yang dilakukan secara terpadu berdasarkan nilai lokal 
yang disebut dengan Tallu Bakaa. Oleh sebab itu, judul penelitian ini adalah 
“Analisis Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di 
Kabupaten Tana Toraja” yang terkait dengan budaya lokal yaitu Tallu Baka 




1.2      Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menganalisis  budaya lokal 
dalam pelayanan pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
(KPPT) Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, yang menjadi fokus penulis 
adalah sebagai berikut: 
1.2.1 Bagaimana penerapan budaya lokal tallu bakaa dalam 
pelayanan pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu di Kabupaten Tana Toraja.? 
1.2.2 Apakah faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya 
lokal dalam pelayanan pemerintahan pada Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Kabupaten Tana Toraja.? 
 
1.3      Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1.3.1 Untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya 
lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang 
ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
(KPPT). 
1.3.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor 




1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1 Secara akademis, penelitian ini kiranya dapat menjadi salah 
satu bentuk sumbangsih bagi ilmu pemerintahan khususnya 
dalam pengembangan ilmu pemerintahan dengan tetap 
menjunjung fungsi budaya lokal secara khusus di Tana Toraja. 
1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
masukan dan evaluasi dalam pelayanan pemerintahan 
khususnya dalam hal penerapan budaya lokal dalam pelayanan 
pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 
 
1.5 Kerangka Pikir 
Tana Toraja telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia secara 
umum dan Sulawesi Selatan secara khusus. Kebudayaan yang unik yang 
dianut oleh masyarakat Toraja telah menjadi daya tarik wisatawan lokal 
maupun mancanegara, sehingga membuat Tana Toraja menjadi dikenal. 
Kebudayaan yang dimiliki oleh Tana Toraja merupakan kebanggaan 
tersendiri bagi masyarakat Toraja. 
Meski demikian, kekuatan budaya lokal telah mengalami pergeseran 
akibat pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Hal yang dianggap tabuh (Pamali) perlahan mulai ditinggalkan serta 
kurangnya perhatian generasi muda terhadap budaya lokal di Toraja 
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menjadikan para pemuda di Tana Toraja tidak banyak memahami tentang 
sejarah, maupun adat istiadat yang berlaku. 
Selain itu, nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu bentuk kearifan 
lokal yang dimiliki oleh Tana Toraja, dalam pelaksanaannya mengalami 
penurunan secara drastis akibat terlupakannya nilai-nilai yang seharusnya 
menjadi landasan dalam praktek moralitas. Hal ini ditandai dengan lemahnya 
pemahaman masyarakat Toraja, tentang budaya lokal yang mengandung 
unsur-unsur nilai yang berharga untuk diaktualisasikan dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba membahas hal-
hal yang terkait dengan nilai-nilai yang dahulunya menjadi panutan dalam 
praktek kehidupan masyarakat, khususnya pada pelayanan pemerintahan. 
Dengan fokus penelitian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) 
kabupaten Tana Toraja . 
Berdasarkan deskripsi diatas, maka untuk mempermudah arah  
penelitian maka penulis memberikan gambaran skema kerangka konsep. 
Skema tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pikir 
 
1.6  Metode Penelitian 
1.6.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah kabupaten Tana Toraja, tepatnya pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). KPPT dipilih karena 
merupakan kantor pelayanan pemerintahan yang baru, sehingga dengan 
penelitian ini diharapkan nantinya menjadi bahan evaluasi dalam hal 
pelayanannya. 
1.6.2 Jenis Penelitian 
  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
yang memberikan gambaran tentang hubungan budaya lokal dalam 
pelayanan pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
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Kabupaten Tana Toraja. Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif 
meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta diakhiri 
dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. 
Penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang diperoleh 
melalui wawancara dengan informan juga berdasarkan kebijakan-kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah. 
1.6.3 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui: 
a. Observasi yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 
Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data 
skunder diperoleh melalui:  
a. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian, ditambah 




b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.  
Menurut Arikunto (1998 : 236 ), dokumentasi adalah “ Mencari 
data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
legger, agenda, dan sebagainya.” 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
a) Penelitian Lapangan, dengan cara wawancara/interview dengan 
orang-orang yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.  
b) Library research, yaitu cara pengumpulan data dengan 
menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan 
penelitian.  
c) Penulusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas 
internet. 
1.6.5 Informan Penelitian 
   Informan penelitian terdiri dari beberapa pihak yang berdasarkan 
pertimbangan dinilai memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan sebagai 
subjek penelitian sesuai dengan tuntutan karakteristik masalah penelitian.  
 Adapun yang menjadi informan dalam pelaksanaan penelitian adalah : 
- Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
- Kasie Verifikasi 
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- Kasie Pendaftaran 
- Kasie Penerbitan Perizinan 
- Kasie Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan 
- Kasubag Tata Usaha 
- Masyarakat yang pernah mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB)  di KPPT Kabupaten Tana Toraja. 
1.6.6 Teknik Analisis Data 
 Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan 
analisa dengan teknik deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan 
dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik 
ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data 
yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil observasi dan 
wawancara maupun studi literatur untuk memperjelas gambaran hasil 
penelitian.  
1.7 Defenisi Operasional 
 Analisis Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan  merupakan 
kegiatan  proses sistematis yang memungkinkan pengombinasian 
pertimbangan, mengenai budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan pada 
KPPT di Tana Toraja dengan nilai dasar yang harus dimiliki oleh aparatur 





Tabel  Silang Nilai Budaya Lokal (Kinaa, Sugi’, Barani) dengan Nilai Dasar Pemerintah daerah 
dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. 
 
               




Dasar ASN (UU  
No 5 Tahun 2014 
tentang ASN,  



















terbuka, jujur, sportif baik 
dalam hubungan dengan 
sesama manusia, 
lingkungan dan kepada 
Tuhan. 
Menjalankan tugas secara 









   
Menciptakan lingkungan 
kerja yang non 
diskriminatif 
   
Memelihara dan 
menjunjung tinggi standar 
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etika yang luhur 
Mempertanggungjawabkan 
tindakan dan kinerjanya 
kepada publik 
   
Memiliki kemampuan 
dalam melaksanakan 
kebijakan dan program 
pemerintah 
   
Memberikan layanan 
kepada publik secara jujur, 
tanggap, cepat, tepat, 
akurat, dan santun; 




   
     
Tabel 1. Tabel Silang Nilai Budaya Lokal dengan Nilai Dasar ASN dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang  
    Pemerintah daerah 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat didefenisikan bahwa yang dimaksud 
dengan nilai budaya lokal Tallu Bakaa (Kinaa, Sugi’ dan Barani ) dalam 
hubungannya dengan nilai dasar ASN adalah sebagai berikut: 
Kinaa artinya menjalankan tugas secara profesional dan tidak 
berpihak; memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, 
tepat, akurat, dan santun. 
Sugi’ memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 
program pemerintah; memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang 
luhur; mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 
Barani artinya  mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya 
kepada publik; membuat keputusan dengan prinsip keahlian dan 
menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif. 
Pelayanan Pemerintahan adalah aktifitas yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah.   
Pelayan dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah yang 
melaksanakan tugas pada KPPT kabupaten Tana Toraja. Pelayanan publik 
merupakan salah satu fungsi dari pemerintah daerah serta mempunyai tugas 










2.1 Konsep Budaya 
Secara etimologi, konsep budaya berasal dari bahasa sansekerta 
Buddayah yang terdiri dari dua kata yaitu Buddhi (akal) dan daya  (kekuatan). 
Dalam bahasa latin, konsep budaya disebut dengan colere (culture) yang 
berarti mengerjakan/mengolah tanah/bertani. Jadi dapat diartikan bahwa 
culture adala segala daya upaya tindakan manusia untuk mengolah tanah 
dan mengubah alam. Sedangkan budaya dapat diartikan sebagai segala 
daya akal, berbagai gagasan, ciptaan manusia (Artifisial).  
Makna budaya dalam arti sempit, merupakan bagian kecil dari 
kehidupan manusia yang terdiri dari kesenian tradisional, adat istiadat, 
peninggalan bangunan, dan barang-barang kuno. Makna budaya dalam arti 
luas yaitu segala kegiatan manusia yang diperoleh dengan cara belajar, 
meliputi seluruh pandangan hidup manusia, baik material, intelektual maupun 
spiritual atau pedoman menyeluruh dari kehidupan. 
Budaya juga memiliki makna yaitu keseluruhan pengetahuan yang 
dimiliki manusia sebagai mahkluk sosial, yang berisi perangkat-perangkat 
model pengetahuan secara selektif untuk memahami dan 
menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, serta mendorong 
menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannnya. Selain itu, dapat pula 
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berarti suatu pedoman untuk mengaptasikan diri dalam menghadapi 
lingkungan alam, sosial dan budaya agar dapat melangsungkan kehidupan. 
Makna mendasar dari budaya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dan sebagai sumber daya energi dan lingkungan. Budaya dengan 
nilai, kaedah dan norma, adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 
pergaulan hidup yang tentram dan tertib. Budaya memenuhi kebutuhan 
manusia agar terlindung dari tantangan alam sekitar dengan hasil karya yang 
merupakan budaya materi (kebendaan). Budaya merupakan wadah tempat 
menyalurkan kepandaian, kemampuan spiritual dan perasaan. 
Edward Burnett Tylor (1871), mendefenisikan budaya sebagai sesuatu 
yang komleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, 
adat istiadat serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari 
manusia sebagai anggota masyarakat. 
Kluchohn dan Kelly (1945), mendefenisikan budaya sebagai semua 
rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik implisit maupun rasional 
dan non rasional yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman potensial 
untuk perilaku manusia. 
William A Haviland (1985), mengemukakan budaya sebagai 
seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggotanya, 




Berdasarkan defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya 
terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan dan persepsi abstrak tentang jagat raya 
yang berada dibalik perilaku manusia dan tercermin dalam perilaku. 
Semuanya merupakan milik bersama para anggota masyarakat dan apabila 
semua orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap 
layak dan dapat diterima dalam masyarakat. Budaya dipelajari oleh manusia 
dan bukan merupakan warisan biologis. 
2.2 Budaya Lokal 
Kata local wisdom  atau local culture diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia berarti budaya lokal atau kearifan lokal. Pemahaman  budaya lokal 
menurut para ahli adalah sebagai berikut: Koentjaraningrat (2000), 
memandang budaya lokal terkait dengan istilah suku bangsa, dimana 
menurutnya, suku bangsa sendiri adalah suatu golongan manusia yang 
terikat oleh kesadaran dan identitas akan ‟kesatuan kebudayaan‟. Dalam hal 
ini, unsur bahasa adalah ciri khasnya. 
Pandangan yang menyatakan bahwa budaya lokal merupakan bagian 
dari sebuah skema dari tingkatan budaya (hierakis bukan berdasarkan baik 
dan buruk), dikemukakan oleh antropolog terkemuka, Judistira K. Garna. 
Menurut Judistira (2008:141), kebudayaan lokal adalah melengkapi 
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kebudayaan regional, dan kebudayaan regional adalah bagian-bagian yang 
hakiki dalam bentukan kebudayaan nasional.3 
Djoko Widagdho dalam bukunya tentang Ilmu Budaya Dasar, “budaya” 
adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang 
berarti daya dari budi. budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa 
dan rasa.4 
Prof. M. M. Djojodiguno dalam bukunya “Asas-asas Sosiologi (1858), 
mengatakan bahwa kebudayaan “atau budaya” adalah dari budi, yang berupa 
cipta, karsa dan rasa. Cipta merupakan kerinduan manusia untuk mengetahui 
rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi 
pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa ilmu pengetahuan. Karsa 
adalah kerinduan manusia untuk menginsyafi tentang hal “sangkan paran”. 
Dari manusia sebelum lahir (=sangkan), dan kemana manusia setelah mati 
(=paran). Hasilnya berupa norma-norma keagamaan/kepercayaan. Timbullah 
bermacam-macam agama, karena kesimpulan manusia pun bermacam-
macam pula. Rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga 
menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Manusia merindukan 
keindahan dan menolak keburukan/kejelekan. Buah perkembangan rasa ini 
terjelma dalam bentuk berbagai norma keindahan yang kemudian 
menghasilkan macam kesenian. 
                                                 
3 Robertus Pujo Leksono, Unsur-Unsur Budaya Lokal dalam Buku Pegangan BIPA. hal. 1 
4 Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 18 
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Budaya menurut Koentjaraningrat dalam bukunya (Pengantar 
Antropologi II 2005 : 12 ), mengemukakan budaya di dalam sanskerta budhi 
(buddhayah adalah bentuk jamaknya, dan dengan demikian “ Kebudayaan” 
Dapat diartikan “ Pikiran dan akal”. Kebudayaan merupakan keseluruhan 
yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 
kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain 
yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. 
Budaya menurut Dra.Elly M. Setiadi,M.Si (2006 : 27) bentuk jamak dari 
kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa, kata budaya 
sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta budhaya yang bentuk jamak kata 
budhi yang berarti budi atau akal. 
Budaya juga merupakan cara atau sikap hidup manusia dalam 
hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya 
yang didalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, 
dan karya, baik yang fisik materil maupun yang psikologis, idil dan spiritual. 
Kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia 
sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang 
dipelajari dari pola – pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala 
cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. ( Sistem Sosial 
Budaya Indonesia Jacobus Ranjabar, S. H., M.Si 2013 :16 ). 
Merujuk pada beberapa pandangan sejumlah pakar budaya dan atau 
antropolog di atas, maka disimpulkan bahwa budaya lokal dalam definisinya 
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didasari oleh dua faktor utama yakni faktor suku bangsa yang menganutnya 
dan yang kedua adalah faktor demografis atau wilayah administratif (Deni 
Adriana). 
Budaya lokal berarti adalah semua keberadaan suku bangsa yang ada 
di Indonesia baik khasanah tradisi, hasil budaya, bahasa dan kearifannya. 
Pada tingkatan hierakis memang terletak atau melengkapi budaya regional.  
Budaya lokal adalah hasil budaya dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. 
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai kebudayaan dari 
suku-suku bangsa dalam masyarakat pada bermacam zaman dahulu, untuk 
kepentingan praktis dan akademis masyarakat sekarang ini maupun masa 
yang akan datang, baik mengkaji peyebarannya maupun kajian 
keanekaragaman masyarakat itu sendiri.5  
Ilmu pemerintahan memiliki hubungan dengan antropologi karena 
dalam ilmu pemerintahan, para pakar pemerintahan dalam menjalankan roda 
pemerintahan tidak menutup kemungkinan berhadapan dengan budaya suatu 
masyarakat, kebiasaan yang mendarah daging, adat istiadat yang 
dipertahankan turun temurun, bahkan tidak jarang menyimpang dari norma 
hukum yang harus ditegakkan oleh para birokrat pemerintahan, maka kajian 
antropologi menjadi acuan utama. Dengan demikian, dapat diprediksi budaya 
organisasi yang akan tercipta untuk mengantisipasi masalah dalam 
                                                 
5 Inu Kencana , Ilmu Pemerintahan. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 36 
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menumbuhkembangkan kekuatan suatu golongan organisasi atau daerah 
yang akan dipimpin.6 
2.3 Unsur-Unsur Budaya 
Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-
unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan didalam 
kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. 
Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah : 
2.3.1 Bahasa 
Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 
sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam 
ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi 
linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi 
budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang 
diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi 
penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa 
menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. 
Menurut Koentjaraningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan 
manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi 
tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa 
yang bersangkutan beserta variasivariasi dari bahasa itu. Ciri-ciri menonjol 
dari bahasa suku bangsa tersebut dapat diuraikan dengan cara 
                                                 
6 Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan.(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 37 
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membandingkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, 
subrumpun, keluarga dan subkeluarga. Menurut Koentjaraningrat 
menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah karena 
daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat 
intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling memengaruhi 
perkembangan bahasa sering terjadi. 
2.3.2 Sistem Pengetahuan 
Sistem pengetahuan dalam kultural universal, berkaitan dengan sistem 
peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak 
dan berwujud dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas 
batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur 
yang digunakan dalam kehidupannya 
Menurut Koentjaraningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki 
pengetahuan mengenai, antara lain alam sekitarnya; tumbuhan yang tumbuh 
di sekitar daerah tempat tinggalnya; binatang yang hidup di daerah tempat 
tinggalnya; zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya; 
tubuh manusia; sifat-sifat dan tingkah laku manusia; ruang dan waktu. 
2.3.3 Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial 
Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial, 
merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia 
membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut 
Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat 
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istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan didalam 
lingkungan dimana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial 
yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang 
dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke 
dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi 
sosial dalam kehidupannya. 
Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam 
suatu masyarakat karena perkawinan merupakan inti atau dasar 
pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. 
2.3.4 Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 
Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga 
mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. 
Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia 
berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-
benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi 
yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur 
kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan 
bahasan kebudayaan fisik. 
2.3.5 Sistem Ekonomi/Mata Pencaharian Hidup 
Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi 
fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata 
pencaharian, mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok 
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masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional, antara lain: berburu 
dan meramu; beternak; bercocok tanam di ladang;  menangkap ikan; 
bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. 
Pada saat ini hanya sedikit sistem mata pencaharian atau ekonomi 
suatu masyarakat yang berbasiskan pada sektor pertanian. Artinya, 
pengelolaan sumber daya alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhan 
hidup manusia dalam sektor pertanian hanya bisa ditemukan di daerah 
pedesaan yang relatif belum terpengaruh oleh arus modernisasi. 
Pada saat ini pekerjaan sebagai karyawan kantor menjadi sumber 
penghasilan utama dalam mencari nafkah. Setelah berkembangnya sistem 
industri mengubah pola hidup manusia untuk tidak mengandalkan mata 
pencaharian hidupnya dari subsistensi hasil produksi pertaniannya. Pada 
masyarakat industri, seseorang mengandalkan pendidikan dan 
keterampilannya dalam mencari pekerjaan. 
2.3.6 Sistem Religi 
Koentjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi 
religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia 
percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang 
dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan 
berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan 
dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. 
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Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi 
penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi 
bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk 
religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika 
kebudayaan mereka masih primitif. 
2.3.7 Kesenian 
Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian 
etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi 
yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda 
atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. 
Penelitian etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih 
mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. 
Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni 
musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. 
Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, 
seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan 
instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, 
terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui 






2.4 Pelayanan Pemerintahan 
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya membantu 
menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan orang lain untuk 
perbuatan melayani.  
L.P. Sinambela (1992:198), menyatakan pada dasarnya setiap 
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 
bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 
Hasibua, mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa 
dari satu pihak ke pihak lain, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 
dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga 
memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima. 
Penanggung jawab fungsi pelayanan di Negara Republik Indonesia 
adalah pemerintah. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada 
masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, 
tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 
dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama.7 
Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: 
1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua 
unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. 
                                                 
7 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum. (Jakarta: PT Bumi Aksara). Hal 186 
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2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti  
badan atau organisasi yang mengurus. 
3. Setelah ditambah akhiran “an-” menjadi pemerintahan, yang 
berarti perbuatan, cara atau perihal. 
Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan 
terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjuk kepada aktifitas 
kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada 
pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai 
konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan semua 
hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, 
pemilik suara (voters) maupun pekerja (workers). 
Robinson (dalam Kuper 2000:417), mengemukakan bahwa 
pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau 
model pengurusan masalah-masalah umum  serta pengelolaan sumber daya 
umum. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum 
dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu: akuntabilitas, legitimasi dan 
transparansi. Akuntabilitas, berkaitan dengan seberapa besar efektivitas 
pengaruh pemerintah terhadap yang diperintah. Legitimasi, menunjuk pada 
seberapa jauh kekuasaan itu dipandang sah untuk diterapkan. Transparansi, 
berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan 
mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. 
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Berdasarkan pemaparan beberapa ahli maka dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan pemerintahan merupakan sebuah proses aktivitas yang 
berlangsung dalam berbagai konteks yang berupa proses memenuhi 
kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat, yang dilaksanakan 
oleh pemerintah itu sendiri. 
Fitzsimmons (1982), mengatakan bahwa rasa puas orang yang 
memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan 
bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima, dengan harapan 
pelayanan yang didapatkan.8 
Jadi dalam pelayanan pemerintah rasa puas terpenuhi apabila apa 
yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan apa yang 
diharapkan masyarakat. Masyarakat menghendaki suatu izin dikerjakan 
dalam waktu singkat dengan biaya yang relatif murah dan kualitas yang baik. 
Namun, bila yang diterima adalah pembuatannya berlarut-larut, biaya yang 
dikeluarkan cukup tinggi serta tidak transparan dan mutunya buruk, maka 
akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.  
Pengertian analisis dalam penelitian ini adalah prosedur atau proses 
sistematis, yang memungkinkan pengombinasian pertimbangan para pakar 
dari berbagai bidang ilmu sehingga diperoleh hasil yang sempurna dari 
kegunaan tiap disiplin; pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, 
                                                 
8 Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara, (Jakarta: PT Bumi Aksara), Hal 116 
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prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara 
terbaik untuk memperolehnya. 
Dalam beberapa literatur, penulis belum menemukan pembahasan 
mengenai budaya lokal (local wisdom) dalam kaitannya dengan 
pemerintahan di Tana Toraja. Penulis baru menemukan beberapa tulisan 
yang membahas tentang pariwisata yang  berkaitan dengan budaya lokal, 
yakni Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di 
Kabubaten Toraja Utara yang disusun oleh Resky Sirupa Kanunang 
(E12108532). Selain itu, penulis juga menemukan tulisan yang membahas 
tentang Demokrasi dan Eksistensi Adat di Indonesia (Studi tentang 
Masyarakat Toraja) oleh Kausar dan Tamma (Prosiding Seminar Nasional 
2013 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari.   
Dari beberapa literatur yang penulis baca, belum ditemukan adanya 
lieratur yang membahas tentang budaya lokal dalam pelayanan 
pemerintahan. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian yang 










GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1  Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja 
3.1.1  Keadaan Geografis dan Keadaan Alam 
   Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale, terletak antara 2º - 
3º Lintang Selatan dan 119º - 120º Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan 
dengan Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat, di sebelah 
selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, 
serta pada sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan 
Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. 
Kabupaten Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang 
yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Sa‟dan. Jarak 
ibukota Kabupaten Tana Toraja dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan 
mencapai 329 km yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, 
Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten 
Maros. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 km2 yang 
meliputi 19 kecamatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan 
Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-
masing 211,47 km2 dan 206,76 km2, atau luas kedua kecamatan tersebut 
merupakan 20,35 persen dari seluruh wilayah Tana Toraja, sedangkan 
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Kecamatan Makale Utara merupakan kecamatan terkecil dengan luas 26,08 
km2  atau 1, 27 persen dari luas seluruh wilayah Tana Toraja. 
Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Tana Toraja cukup 
bervariasi. Selain Kecamatan Makale, yang menjadi Ibukota Kabupaten, 
Kecamatan Makale selatan dan Makale Utara merupakan kecamatan 
terdekat dengan Tiromanda dan Lion Tondok Iring sebagai Ibukotanya yang 
memiliki jarak tempuh masing-masing 5 km dan 7 km dari Ibukota Kabupaten. 
Sedangkan, Kecamatan Mappak dan Simbuang menjadi kecamatan terjauh 
sekaligus paling sulit untuk akses dimana jarak tempuh masing-masing 80 km 
dan 60 km. 
Bukit, lembah dan gunung batu mendominasi alam Tana Toraja yang 
ditumbuhi hutan dan persawahan. Berada di wilayah pegunungan, membuat 
Tana Toraja memiliki iklim tropis basah. Tercatat 217 hari hujan sepanjang 
tahun 2014 dengan curah hujan tertinggi 393,5 mm pada bulan Desember 
dan curah hujan terendah pada bulan Oktober hanya 8,8 mm. Kecamatan 
Bittuang adalah wilayah di Tana Toraja yang terletak paling tinggi dibanding 
dengan kecamatan lain, yang terhitung 1.425 meter dari permukaan laut. 
Sedangkan 700 meter dari permukaan laut tercatat ketinggian  Kecamatan 
Rano yang merupakan Kecamatan terendah. 
3.1.2 Pemerintahan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja memiliki 19 kecamatan. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, dari 19 kecamatan 
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tersebut terdapat  159 desa/lembang dan kelurahan, masing-masing 112 
desa/lembang dan 47 kelurahan.  
Tabel 3.1 
Banyaknya Desa/Lembang dan Kelurahan Dirinci Per Kecamatan Di 
Kabupaten Tana Toraja, 2014 
 Kecamatan Desa/Lembang Kelurahan 
010 Bonggakaradeng 5 1 
011 Simbuang 5 1 
012 Rano 5 - 
013 Mappak 5 1 
020 Mengkendek 13 4 
021 Gandang Batu Sillanan 9 3 
030 Sangalla 3 2 
031 Sangalla Selatan 4 1 
032 Sangalla Utara 4 2 
040 Makale 1 14 
041 Makale Selatan 4 4 
042 Makale Utara - 5 
050 Saluputti 8 1 
051 Bittuang 14 1 
052 Rembon 11 2 
053 Masanda 8 - 
054 Malimbong Balepe 5 1 
061 Rantetayo 3 3 
067 Kurra 5 1 
 Jumlah/total 2014 112 47 
    Sumber: Tana Toraja Dalam Angka 2015 (BPS Kabupaten Tana Toraja)
 Berdasarkan Klasifikasi desa di kabupaten Tana Toraja tahun 2013, 
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terdapat 121 desa swadaya, 38 desa swakarya sedangkan desa 
swasembada belum ada. 
Tabel 3.2 
Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kecamatan dan Kalsifikasi Desa 
Kabupaten Tana Toraja, 2014 
 Kecamatan Swadaya Swakarsa 
Swasem-
bada 
010 Bonggakaradeng 6 - - 
011 Simbuang 6 - - 
012 Rano 5 - - 
013 Mappak 6 - - 






030 Sangalla 3 2 - 
031 Sangalla Selatan 5 - - 
032 Sangalla Utara 5 1 - 
040 Makale 9 6 - 
041 Makale Selatan 4 4 - 
042 Makale Utara - 5 - 
050 Saluputti 8 1 - 
051 Bittuang 14 1 - 
052 Rembon 11 2 - 
053 Masanda 8 - - 
054 Malimbong Balepe 5 1 - 
061 Rantetayo 4 2 - 
067 Kurra 5 1 - 
 Jumlah/total 2014 121 38 - 
     Sumber: Tana Toraja Dalam Angka 2015 (BPS Kabupaten Tana Toraja) 
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Saat ini Kabupaten Tana Toraja dipimpin oleh Ir. Niko Biringkanae dan 
AKBP Victor datuan Batara S.H, M.H, sebagai bupati dan wakil bupati terpilih 
periode 2016-2020, yang resmi menjabat setelah dilantik oleh Gubernur atas 
nama Presiden pada tanggal 17 Februari 2016. Selain itu, dalam ranah politik 
di Kabupaten Tana Toraja, Anggota DPRD Tana Toraja berjumlah 30 orang, 
yang berasal dari 8 Partai Politik, yang terdiri 24 orang laki-laki dan 6  orang 
perempuan.  
Tabel 3.3 
Banyaknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut 





Nasdem 3 1 4 
PKB - - - 
PKS 2 - 2 
PDIP 3 - 3 
Golkar 4 3 7 
Gerindra 3 1 4 
Demokrat 3 - 3 
PAN - - - 
PPP - - - 
Hanura 3 1 4 
PBB - - - 
PKPI 3 - 3 
Jumlah 24 6 30 
Sumber: Tana Toraja Dalam Angka 2015 (BPS Kabupaten Tana Toraja) 
 
3.1.3  Penduduk dan Ketenagakerjaan 
 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 
penduduk Tana Toraja mengalami pertumbuhan 0,61 persen dibanding tahun 
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2013 yakni 227.588 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 115.310 Jiwa 
dan perempuan sebanyak 11.278 Jiwa. Angka Rasio jenis kelamin (Sex 
Ratio) yang lebih besar dari 100, yaitu 103. Hal ini berarti setiap 100 orang 
perempuan terdapat 103 laki-laki.  
Jumlah tersebut tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah penduduk 
terbanyak berada pada Kecamatan Makale yang mencapai 34.774 Jiwa atau 
sekitar 15,27 persen dari total penduduk di Tana Toraja. Sedangkan, jumlah 
penduduk tekecil yaitu 5.317 Jiwa, berada di Kecamatan Kurra. Secara 
keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk 
perempuan. Hanya di Kecamatan Sanggalla‟ Utara dan Makale yang 
penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. 
Berikut ini adalah data kepadatan penduduk menurut kecamatan 


















Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di 








010 Bonggakaradeng 3.705 3.320 7.026 112 
011 Simbuang 3.210 3.121 6.331 103 
013 Rano 3.162 3.042 6.204 104 
013 Mappak 3.012 2.734 5.746 110 




9.898 9.803 19.701 101 
030 Sangalla 3.428 3.363 6.791 102 
031 Sangalla Selatan 3.777 3.772 7.549 100 
033 Sangalla Utara 3.745 3.773 7.518 99 
040 Makale 17.263 17.481 34.744 99 
041 Makale Selatan 6.493 6.318 12.811 103 
043 Makale Utara 6.035 6.029 12.064 100 
050 Saluputti 3.854 3.760 7.614 103 
051 Bittuang 7.680 7.019 14.771 108 
053 Rembon 9.508 9.162 18.670 104 






061 Rantetayo 5.573 5.456 11.029 102 




115.310 112.278 227.588 103 
Sumber: Tana Toraja Dalam Angka 2015 (BPS) Kabupaten Tana Toraja 
 Kepadatan penduduk Tana Toraja tercatat 110,79 Jiwa/Km2. Bila 
dilihat pada level kecamatan, terlihat penyebaran penduduk antar kecamatan 
tidak merata. Kecamatan Makale (Ibukota Kabupaten), adalah wilayah 
terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 874,06 Jiwa/Km2. Sedangkan, 
kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yakni 32,50 Jiwa/Km2 berada 
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pada Kecamatan Simbuang. Berikut ini disajikan tabel kepadatan penduduk 
menurut kecamatan di Tana Toraja secara lengkap: 
Tabel 3.5 
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Tana Toraja  
Tahun 2014 (Jiwa/Km2) 
 Kecamatan Kepadatan Penduduk 
010 Bonggakaradeng 33,98 
011 Simbuang 32,50 
013 Rano 69,37 
013 Mappak 34,61 
030 Mengkendek 141,15 
031 Gandang Batu Sillanan 181,36 
030 Sangalla 187,39 
031 Sangalla Selatan 157,93 
033 Sangalla Utara 268,88 
040 Makale 874,06 
041 Makale Selatan 207,63 
043 Makale Utara 462,58 
050 Saluputti 86,98 
051 Bittuang 90,47 
053 Rembon 138,84 
053 Masanda 48,57 
054 Malimbong Balepe 44,39 
061 Rantetayo 182,75 
067 Kurra 87,88 
 Jumlah Jiwa/Km2 110,79 
Sumber: Tana Toraja Dalam Angka 2015 (BPS Kabupaten Tana Toraja) 
 Tenaga kerja merupakan modal bagi roda pembangunan. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, jumlah 
angkatan kerja tahun 2014 sebanyak 120.909 orang atau sekitar 80,31 
persen dari usia penduduk usia kerja yang lebih dikenal dengan istilah 
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Tingkat Partisipasi Ankatan Kerja (TPAK). Angka ini meningkat 9,76 persen 
dibanding TPAK tahun 2013. Berikut ini merupakan statistik ketenagakerjaan 
Tana Toraja Tahun 2012 – 2014. 
Tabel 3.6 
Statistik Ketenagakerjaan Tana Toraja Tahun 2012 – 2014 
Uraian 2012 2013 2014 
Angkatan Kerja (Orang) 111.070 101.741 120.909 
TPAK (%) 76,25 70,55 80,31 
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,36 3,26 3,26 
Tingkat Kesempatan Kerja (%) 95,67 96,74 96,74 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tana Toraja 2015 (BPS Kabupaten 
Tana Toraja) 
 
Pasar tenaga kerja di Tana Toraja dicerminkan dari angka persentase 
angkatan kerja yang bekerja sebesar 96,74 persen, relatif tidak berubah dari 
tahun 2013. Hal ini sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 
3,68 persen, yang juga relatif tidak berubah dari tahun sebelumnya, seperti 
terlihat pada tabel 3.6 diatas. 
Berdasarkan sektor utama pekerjaan, sektor pertanian masih 
mendominasi pasar tenaga kerja di Tana Toraja sebesar 74,28 persen. 
Selebihnya bekerja pada sektor jasa sebesar 9,14 persen, sektor 
perdagangan hotel dan restoran sekitar 6,43 persen, sektor industri 
pengolahan 1,6 persen dan sektor lainnya sekitar 9,63 persen. 
Kualitas tenaga kerja tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja. 
Tenaga kerja Kabupaten Tana Toraja tercatat 91,03 persen berada pada 
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kategori pendidikan rendah dan menengah. Sejalan dengan itu, sebagian 
besar tenga kerja terserap disektor pertanian. Penduduk usia kerja 
berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak menamatkan pendidikan pada 
tingkat menengah, kemudian tingkat pendidikan rendah dan paling sedikit 
usia kerja dengan tingkat pendidikan tinggi. 
Gambar 3.1 
Presentase Penduduk Usia Kerja di Tana Toraja Menurut Pendidikan   
yang ditamatkan Tahun 2014 (%) 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tana Toraja 2015 
 
3.1.4.  Sosial 
a. Pendidikan 
 Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu 
daerah akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, 
karena manusia adalah perilaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari 
tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di 












pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan 
kesempatan masyarakat dalam mengenyam bangku pendidikan.
 Peningkatan partisipasi pendidikan dalam mencapai tingkat pendidikan 
tertentu, tidak terlepas dari ketersediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga 
pendidik yang berkualitas. Berikut ini akan disajikan data jumlah sekolah, 
guru dan murid pada setiap jenjang pendidikan dari tingkat pendidikan taman 
kanak-kanak sampai tingkat menengah. 
Gambar 3.2 
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Tana Toraja Tahun 2015 
 
 
Sumber: Tana Toraja dalam Angka 2015 
 
Pencapaian kinerja dan pembangunan pendidikan, memiliki kaitan  
erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD 
perbandingan ideal guru dengan murid adalah 1:20. Dari diagram diatas 
perbandingan jumlah guru dengan murid tidak memadai dimana pada Tahun 
Ajaran 2013/2014 untuk jenjang pendidikan SD saja, seorang guru rata-rata 
mengajar 27 murid. Hal ini mengindikasikan kurangnya jumlah tenaga 
pengajar di Tana Toraja ditambah distribusi yang tidak merata, meski 
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 Pencapaian keberhasilan pendidikan dapat dicerminkan dari Angka 
Melek Huruf (AMH). AMH di Tana Toraja pada tahun 2014 yaitu 91,25 
persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengentasan buta 
huruf yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2014 angka partisipasi 
sekolah mengalami peningkatan untuk setiap jenjang umur. Peningkatan 
terbesar berada pada kelompok usia 16-18 tahun, berada pada level 80,14 
persen menunjukkan bahwa 80 persen dari total penduduk usia 16-18 tahun 
masih bersekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 3.7 
Indikator Pendidikan Tana Toraja Tahun 2014 
Uraian Tahun 2014 
Angka Melek Huruf  91,25 
Rata-Rata lama Sekolah 7,29 






















b. Kesehatan  
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 
sampai tahun 2014 di Tana Toraja terdapat 2 rumah sakit umum. Sedangkan 
fasilitas kesehatan lain terdapat 1 rumah bersalin, 21 puskesmas, 287 
posyandu, 2 klinik/balai pengobatan dan 92 polindes.  Selain itu, tenaga 
kesehatan yang ada sebanyak 25 dokter, 111 bidan dan 115 perawat.  
Pada tahun 2014 jumlah Bayi yang lahir sebanyak 3,904 bayi dimana 
57 bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Angka ini menurun dari 
tahun sebelumnya yang mencapai 71 bayi. Berdasarkan 10 presentase 
penyakit terbanyak di Tana Toraja tahun 2014,  Penyakit ISPA (Infeksi 
Saluran Pernafasan Atas) merupakan penyakit yang paling banyak 
menyerang Penduduk, yakni sebanyak 25.780 penderita. Kemudian, disusul 
oleh batuk serta demam. Hal ini sering terjadi ketika memasuki pergantian 
musim dan perubahan cuaca. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar  
berikut: 
Gambar 3.3 
Persentase 10 Penyakit Terbanyak di Tana Toraja Tahun 2014 
 
























Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari 
besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan 
kristen yang terdisi dari Kristen Protestan dan Katolik pada tahun 2014 
masing masing berjumlah 695 dan 147 unit. Ditinjau dari jumlah pemeluk 
agama, pada tahun 2014 di Kabupaten Tana Toraja tercatat 14.941 umat 
Kristen Protestan, 41.087 umat Katolik, 30.421 umat Islam dan 8.121 umat 
Hindu serta 18 umat Budha. 
d. Sistem Kepercayaan 
Berbicara mengenai sistem kepercayaan tidak terlepas dari masalah-
masalah dan konsepsi-konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang baik, juga 
hantu-hantu lain yang sejenisnya. Mengenai konsepsi tentang dewa tertinggi 
dan pencipta alam, konsepsi tentang kematian, atau tentang dunia roh dan 
akhirat. 
Sebelum masuknya agama Islam ke Tana Toraja sekitar abad XIX 
(1880), suku Toraja telah menganut agama dari nenek moyang yang mereka 
warisi secara turun-temurun. Warisan inilah yang mereka anggap sebagai 
agama dan kepercayaan asli mereka yang dikenal dengan kepercayaan Aluk 
Todolo, dan pada zaman ini lebih dikenal dengan sebutan Alukta. Orang 
Toraja beranggapan bahwa Alukta ini sama tuanya dengan diciptakannya 




Ajaran Aluk Todolo mengemukakan bahwa di luar diri manusia terdapat 
tiga unsur kekuatan dan wajib dipercayai akan kekuatan dan kebesarannya 
serta kuasanya. Ketiga unsur tersebut yaitu :  
a. Puang Matua (Sang Pencipta) 
Puang Matua merupakan suatu unsur kekuatan yang paling tinggi 
sebagai pencipta yang menciptakan segala isi bumi. Menurut ajaran Aluk 
Todolo, Puang Matua-lah yang menciptakan segala isi dunia ini, diantaranya 
manusia pertama yang dinamai La Ukku.  
Nenek manusia yang pertama yaitu Datu La Ukku ditugaskan oleh 
Puang Matua untuk memberikan suatu aturan yang dalam bahasa Toraja 
disebut Aluk. Aturan ini mengandung ajaran kepada manusia untuk 
menjalankan kewajiban utama didalam mengadakan persembahan. 
Ajaran Aluk Todolo ini mengajarkan bahwa Puang Matua memberikan 
kesenangan dan kebahagiaan sesuai dengan amal atau kebaikan serta 
kejahatan. Bilamana lalai dalam melakukan pemujaan, maka akan dikutuk 
oleh Puang Matua dan sebaliknya apabila selalu patuh, maka Puang Matua 
akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan.  
b. Deata-deata (Sang Pemelihara) 
Setelah Puang menurunkan sukuran Aluk kepada nenek manusia 
pertama, Puang Matua memberikan kekuasaan kepada deata-deata untuk 
pemeliharaan dan penguasaan terhadap bumi ini. Hal ini bertujuan agar 
manusia dapat mendiami dan menggunakan bumi ini untuk menyembah dan 
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menempatkan Puang Matua pada tempat yang mulia dan terhormat. Menurut 
kepercayaaan Aluk Todolo, Puang Matua membagi alam ini menjadi tiga 
bagian yang merupakan kekuasaan tiga deata utama yaitu : 
1) Deata Tangngana Langi‟ (Sang Pemelihara di Langit), yaitu deata yang 
bertugas menguasai dan memelihara seluruh isi langit dan cakrawala. 
2) Deata Kapadanganna (Sang Pemelihara pada permukaan bumi), yaitu 
deata yang bertugas memelihara dan menguasai seluruh isi permukaan 
bumi ini. 
3) Deata Tangngana Padang (Sang Pemelihara isi dari pada Tana/tengah 
bumi), yaitu deata yang bertugas menguasai dan memelihara segala isi 
tanah, sungai, laut serta seluruh isi bumi. 
Bagi kelancaran tugas dari ketiga deata utama di atas, maka ketiganya 
bertugas membawahi sejumlah deata-deata yang bertugas khusus 
mengkoordinir tempat-tempat tertentu seperti deata sungai, hutan, angin dan 
sebagainya. 
c.   To Membali Puang (Leluhur sebagai Pengawas Manusia turunannya) 
Setelah membicarakan kedua unsur tersebut di atas, maka unsur yang 
ketiga menurut ajaran Aluk Todolo adalah arwah para leluhur yang telah 
menjelma jadi dewa yang dikenal dengan sebutan To Membali Puang.  
To Membali Puang didalam kepercayaan Aluk Todolo bahwa Puang 
Matua memberikan kekuasaan sepenuhnya kepadanya untuk mengawasi 
perbuatan dan perilaku serta memberikan berkah kepada manusia 
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turunannya. Puang Matua mewajibkan pula menusia memuja dan 
menyembah kepada to membali puang bersama Puang Matua dan kepada 
deata-deata. 
Keyakinan yang demikian menyebabkan penganut ajaran Aluk Todolo 
masing-masing mempunyai kewajiban guna diperlihatkan sebagai tanda bukti 
ketaatan pada leluhurnya. Ketaatan ini senantiasa dalam bentuk kebaktian 
dan persembahaan yang berupa sesajian, yang berarti seluruh keluarga dan 
keturunannya mempunyai harapan-harapan berkah dan keberuntungan yang 
akan diperolehnya dari arwah nenek moyangnya. Sebaliknya apabila mereka 
lupa dan lalai mengerjakan sesuatu untuk persembahan dalam upacara-
upacara yang telah ditentukan oleh ajaran Alukta ini, maka biasanya 
kesusahan hidup akan melanda dan akan tertimpa malapetaka bagi keluarga 
yang bersangkutan.  
Ketiga unsur diatas dipercaya sebagai tiga kekuatan gaib yang harus 
disembah oleh manusia yang dilakukan dengan cara mempersembahkan 
sesajian dan kurban-kurban yang terdiri atas hewan-hewan seperti kerbau, 
babi, atau ayam. Biasanya persembahan-persembahan dilakukan secara 
terpisah dalam waktu yang berbeda-beda dan dalam cara yang berbeda pula.  
Dalam pelaksanaan sajian kurban pemujaan terhadap ketiga unsur 
tersebut di atas, diklasifikasikan menurut ketentuan-ketentuan hewan kurban 
yang dapat dipotong, yakni sebagai berikut : 
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1. Ditujukan pemujaan kepada Puang Matua sebagai upacara pemujaan 
yang paling tinggi. Dalam pelaksanaan ini dikurbankan kerbau, babi dan 
ayam. 
2. Ditujukan pemujaan kepada deata-deata. Sebagai persembahan untuk 
dijadikan kurban yaitu babi dan ayam.  
3. Ditujukan persembahan kepada to membali puang sebagai upacara 
yang rendah, harus dilakukan dengan kurban sebagai persembahan 
berupa babi dan ayam. 
Klasifikasi pengurbanan ini berdasarkan tingkatan untuk ketiga unsur 
kekuatan gaib ini. Selain dari itu, tempat-tempat pelaksanaan upacara juga 
berbeda tempat dan dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Puang Matua yang bersemayam di langit, dipuja dan disembah dengan 
upacara yang diadakan di depan rumah Tongkonan. 
2. Deata-deata disembah dan dipuja dengan mengadakan upacara yang 
dilaksanakan di bagian sebelah timur rumah Tongkonan. 
3. To membali puang dipuja dan disembah dengan upacara yang 
dilaksanakan di sebelah barat Tongkonan atau liang kubur dimana 
jenazah leluhur disimpan. 
Dengan demikian unsur tempat dan lokasi upacara mempunyai arti 






Pandangan kosmologi dalam Aluk Todolo, dikenal dengan 
pengklasifikasian alam yaitu : 
1. Pembagian Timur Barat atau mata Allo Matampuk 
Mata allo adalah tempat terbitnya matahari yang dianggap mewakili 
terang, kebahagiaan, kesukaan dan sumber kehidupan, sedangkan 
Matampuk adalah tempat terbenamnya matahari yang dianggap mewakili 
unsur gelap, kedukaan , kematian dan semua mendatangkan kesusahan. 
Klasifikasi timur barat selalu dihubungkan dengan fase-fase kehidupan, 
bahwa manusia itu mulai lahir sama dengan matahari terbit di timur 
memancarkan sinarnya dan secara perlahan-lahan bergerak naik sampai 
mencapai puncaknya dan akhirnya menurun sampai tenggelam sehingga 
terjadi peralihan dari terang ke gelap. Pergerakan matahari dianalogikan 
sebagai pergerakan siklus kehidupan manusia, dari kehidupan di dunia ke 
kehidupan di alam arwah (puya). Klasifikasi timur barat berdasarkan 
peredaran matahari, kemudian dianggap sebagai simbol kosmos yang harus 
menjadi pedoman manusia dalam kehidupannya di dunia. 
2. Berdasarkan arah Utara Selatan atau Ulunna Lino-Pollokna Lino 
Ulunna Lino berarti kepala, bagian depan atau bagian atas bumi yang 
dianggap sebagai tempat orang yang dihormati, tempat suci dan tempat 
bersemayam para leluhur yang telah mencapai tingkat Deata dan Puang 
Matua. Pollokna Lino berarti bagian pantat, bawah atau belakang bumi yang 
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dianggap sebagai tempat para bawahan, pengikut, tempat kotor, tempat 
bersemayam para arwah leluhur yang tidak mencapai kesempurnaan. 
Upacara yang berkaitan dengan pemujaan terhadap Puang Matua atau 
Deata diadakan di sebelah utara (depan) rumah dan pemujaan terhadap 
kesempurnaan (bombo) diadakan di sebelah selatan (belakang) rumah. 
3. Kosmos berdasarkan tingkatan yaitu alam atas (Langi‟), alam tengah 
(Lino) dan alam bawah (Tana). Alam atas dianggap sebagai 
personifikasi dari laki-laki, alam bawah sebagai personifikasi dari 
perempuan dan alam tengah sebagai pertemuan kedua alam tersebut 
merupakan personifikasi dari kehidupan duniawi. 
Konsep Tentang Hidup dan Mati 
Konsep tentang hidup dan mati merupakan suatu kesinambungan 
kehidupan dari alam fana ke alam arwah menurut ajaran Aluk Todolo, tetapi 
tidak dalam pengertian adanya kelahiran kembali. Antara hidup dan mati 
tidak ada batas yang jelas, mati hanyalah merupakan peralihan bentuk, alam 
dan wujud. Hidup di dunia adalah jembatan emas untuk sampai pada alam 
gaib, dimana arwah tetap dapat mengadakan hubungan dengan kehidupan 
manusia di alam fana (nyata). Apa yang dimiliki dalam kehidupan fana akan 
mencerminkan pula kehidupan di dunia arwah (puya), yang disertakan pada 
waktu mati berupa pengorbanan dalam berbagai tahap upacara kematian 
dan berupa bekal kubur. Kesempurnaan tahapan-tahapan upacara kematian 
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dan status sosial pada masa hidupnya akan menentukan dimana posisi 
arwah, apkaah sebagai bombo, to membali puang, atau deata. 
Struktur Sosial 
1. Klasifikasi berdasarkan darah/keturunan 
Menurut kepercayaan Aluk Todolo yang dikenal juga sebagai cikal 
bakal kebudayaan Toraja, bahwa Tana‟ atau pelapisan adalah merupakan 
pemisah sosial dalam masyarakat Toraja yang bersumber dari mitos kejadian 
manusia. 
Kejadian tahapan-tahapan kelahiran manusia tentang adanya manusia 
lahir tersebut di atas menjadi dasar atau patokan pelapisan sosial dalam 
masyarakat suku Toraja yang dikenal dengan nama Tana‟. Tingkatan ini 
sampai sekarang sangat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan 
kebudayaan Toraja. Tana‟ sebagai pelapisan sosial masyarakat Toraja terdiri 
atas empat tingkatan yaitu : 
a. Tana‟ Bulaan, adalah lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang 
dapat menerima sukaran aluk atau dapat dipercayakan mengatur 
aturan hidup dan memimpin agama. 
b. Tana‟ Bassi, adalah lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris 
yang dapat menerima Maluangan Ba‟tang atau ditugaskan mengatur 
kepemimpinan dan melakukan pencerdasan terhadap rakyat. 
c. Tana‟ Karurung, adalah lapisan rakyat kebanyakan yang merdeka, 
tidak pernah diperintah langsung dan juga merupakan pewaris yang 
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dapat menerima sebagai Pande, yakni tukang-tukang dan orang 
terampil. 
d. Tana; Kua-kua, adalah lapisan rakyat yang paling bawah (hamba) 
yang dapat menerima tanggung jawab sebagai pengabdi atau biasa 
disebut Matutu Inaa. 
Telah diuraikan dengan jelas bahwa keempat tingkatan lapisan serta 
pembagian tugas-tugas dan kewajiban masing-masing merupakan dasar 
serta patokan dan juga merupakan pandangan permulaan dari kebudayaan 
Toraja. Berbicara tentang Tana‟ yang sekaligus merupakan perwujudan dari 
lapisan masyarakat, dijadikan sebagai sendi kehidupan dalam perkembangan 
dan penyusunan kebudayaan Toraja serta sangat dominan dalam 
menentukan kehidupan masyarakat terutama dalam pergaulan sehari-hari. 
Misalnya dalam menghadapi pesta perkawinan, upacara pemakaman, juga 
dalam hal pengangkatan penguasa atau pemerintah adat.9 
e. Sistem kekerabatan 
Sistem kekerabatan yang dikenal di Tana Toraja mempunyai 
perbedaan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh beberapa daerah di 
Indonesia. Sistem kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan keluarga 
yang bilateral dan bilinial. 
                                                 
9 Violeta Serang, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan di Kabupaten Tana Toraja ( Skripsi 
FISIP UNHAS) Hal. 64-70 
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Setiap warga Tongkonan mempunyai kesamaan dalam hal kewajiban 
apabila diadakan suatu pesta (upacara adat). Akibat dari pengaruh pola 
hubungan yang demikian, maka hubungan kekerabatan dalam suatu 
keluarga terjaga dengan harmonis dan sampai saat ini masih dipegang teguh 
oleh orang Toraja, baik yang berada diperantauan maupun yang bermukim di 
tanah kelahirannya sendiri. 
  Secara singkat dikemukakan bahwa Tongkonan merupakan pusat 
kekerabatan orang Toraja. Hal ini disebabkan oleh karena setiap orang yang 
bertemu dan ingin saling berkenalan, maka Tongkonan merupakan dasar 
tentang bagaimana silsilah dan urutan hubungan mereka. Orang tua 
menurunkan Tongkonan bagi anak-anaknya supaya dapat mempengaruhi 
sikap yang dapat menjaga nama baik keluarga dan dalam hal ini orang tua 
juga berusaha untuk menurunkan cerita-cerita berupa asala usul 
Tongkonannya, sehingga mempertebal rasa percaya diri anaknya terhadap 
Tongkonannya. 
Istilah sepupu dalam hubungan kekerabatan orang Toraja diperluas 
sampai tujuh kali yang prosesnya sama dengan proses sepupu satu kali, 
sepupu dua kali, sepupu tiga kali dan seterusnya. Pada sistem kekerabataan 
orang Toraja, kedudukan wanita sama dengan pria baik dalam pembangunan 
dan peranan maupun dari segi kewajiban. Meskipun dalam hal-hal tertentu 
laki-laki lebih dominan dan menonjol dari pada kaum perempuan. Dalam 
keluarga, suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga bukan 
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berarti sang istri tidak mempunyai kuasa apa-apa, tetapi hal ini hanya 
sebatas pembagian kerja dalam mendukung kelangsungan hidup keluarga. 
3.1.5 Pertanian 
a. Pangan 
  Subsektor tanaman pangan mempunyai kontribusi sebesar 8,44 
persen dalam pembentukan PDRB 2014 Tana Toraja. Produksi terbesar 
tanaman pangan pada tahun 2014 adalah padi yakni sebesar 119.937,02 ton 
meningkat 41 persen dari tahun 2013 dengan luas panen sebesar 21.314 ha 
atau menghasilkan rata-rata 5, 25 ton per hektar. Produksi jagung pada tahun 
2014 sebesar 8.131,20 ton dengan luas panen 1.684 ha atau menghasilkan 
rata-rata 4,83 ton per hektar. Produksi ini menurun dibanding tahun 2013 
yang berproduksi rata-rata 5,07 ton per hektar. Tanaman pangan lainnya 
dengan tingkat produksi dibawah padi dan jagung adalah ubi kayu, ubi jalar, 
kacang kedelai dan kacang tanah. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 3.8 
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 
Jenis Produksi Luas Panen 
(Ha) 
Produksi (Ton) Produktivitas 
(Ton/Ha) 
Padi 21.314 119.937,02 5,25 
Jagung  1.684 8.131,30 4,83 
Ubi Kayu 349 3.929,33 11,26 
Ubi Jalar 192 2.171,00 11,31 
Kacang Tanah 82 133,07 1,62 
Kacang Kedelai 274 493,76 1,80 




Tanaman petsai merupakan hortikultura sayuran yang menunjukkan 
produksi terbesar pada tahun 2014 yakni sebesar 366,41 ton. Sedangkan 
untuk tanaman hortikultura buah-buahan yang paling besar produksinya 
adalah pisang dengan produksi mencapai 75.181,60 ton. 
c. Perkebunan 
Hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan adalah tanaman kopi 
dan coklat. Produksi kopi didominasi oleh jenis kopi arabika yang mencapai 
3.699,94 ton meningkat 2,8 persen dari tahun sebelumnya dan produksi 
coklat juga meningkat 111,16 ton menjadi  1.295,16 ton. Hal tersebut dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
Gambar 3.4 
Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Tana Toraja 2014 (Ton) 
 



















3.1.6   Peternakan dan Perikanan 
Populasi ternak terbesar tahun 2014 di Tana Toraja antara lain kerbau, 
sapi, dan kuda, masing-masing 25.416 ekor, 6.659 ekor dan 4.414 ekor. 
Untuk populasi ternak terkecil terdiri dari babi dan kamping sebesar 279.236 
ekor dan 7.339 ekor, sedangkan produksi perikanan sebesar 13,18 ton. 
3.1.7  Perindustrian Pertambangan dan Energi. 
a.  Perindustrian 
Sektor  industri di Tana Toraja dibedakan atas industri besar, sedang, 
kecil dan rumah tangga. Pada tahun 2014 tercatat 226 perusahaan di Tana 
Toraja. Industri makanan dan minuman merupakan sektor industri terbesar 
yakni 76 persen sedangkan tekstil, kayu dan anyaman merupakan sektor 
industri terkecil. , masing-masing tiga persen. Hal tersebut dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut: 
Gambar 3.5 
Presentase Perusahaan Menurut Jenis Industri di Kabupaten  
Tana Toraja Tahun 2014 dalam persen 
 













Kayu &Barang dari Kayu dan Anyaman
Percetakan
Karet, Barang dari Karet & Plastik




Kebutuhan listrik di Tana Toraja sebagian besar dipenuhi oleh PT 
Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang berasal dari PLTA Pogbatik dan 
PLTA Malea. Sementara sebagian lagi masih menggunakan listrik non PLN, 
seperti penggunaan generator dan panel surya. Jumlah pelanggan listrik PLN 
tahun 2014 sebanyak 27.769 pelanggan, dengan produksi listrik sebesar 
35.198.663 Kwh. 
Ketersedian air bersih dikelolah oleh BPAM Tana Toraja. Pada tahun 
2014 jumlah pelanggan sebanyak 4.518 pelanggan. Diantaranya 89,7 persen 
konsumen adalah rumah tangga dan 4,3 persen konsumen adalah pedagang 
kecil. Berdasarkan data hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa 5,69 
persen rumah tangga tidak menggunakan listrik sebagai penerangan. 
3.1.7  Perdagangan 
 Perdagangan merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian 
suatu daerah. Pada tahun 2014 jumlah pedagang yang memperoleh Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut golongan usaha sebanyak 258 unit 
yang terbagi dalam tiga golongan usaha, yaitu usaha perdagangan kecil 234 
unit, perdagangan menengah 22 unit dan perdagangan besar sebanyak 2 
unit. Sarana perdagangan yang ada di Tana Toraja cukup memadai, tercatat 
bahwa ada 10 unit pasar umum dan 21 pasar desa yang tersebar diseluruh 




3.1.8  Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata 
a. Transportasi 
 Panjang jalan diseluruh wilayah Tana Toraja pada tahun 2014 
mencapai 1.335 km. 26,9 persen, diantaranya merupakan jalan tanah dan 
25,15 persen dalam kondisi rusak. Sektor transportasi, jumlah kendaraan 
bermotor pada tahun 2014 mencapai 16.176 unit, dengan komposisi 84,70 
persen sepeda motor dan 7,81 persen mobil penumpang. 
 Sebagian besar wilayah sudah dapat diakses oleh kendaraan, namun 
masih ada beberapa wilayah seperti sebagian kecamatan Mappak dan 
Simbuang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau menggunakan kuda. 
Berikut ini merupakan data panjang jalan dan kondisi jalan yang ada di Tana 
Toraja pada tahun 2014. 
Tabel 3.9 
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Tana Toraja Tahun 2014 (Km) 
Uraian 2014 (Km) 
Panjang Jalan (Km)  
Jalan Negara 43 
Jalan Propinsi 40 
Jalan Kabupaten 1.252 




Rusak Berat 398,54 




Dari segi komunikasi, masih ada beberapa daerah yang tidak 
terjangkau sinyal telepon salah satunya adalah Kecamatan Mappak. Selain 
itu, kegiatan komunikasi menggunakan surat masih berlangsung melalui jasa 
pos. 
c. Pariwisata 
Tana Toraja merupakan daerah pariwisata yang cukup terkenal di 
mancanegara. Hal ini membuat banyak wisatawan yang datang berkunjung 
ke Tana Toraja. Setiap tahun jumlah wisatawan terus meningkat; baik 
wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara; pada tahun 2014 
masing-masing meningkat 4,4 persen dan 29,5 persen dari tahun 
sebelumnya. Jumlah objek wisata tahun 2014 tercatat sebanyak 24 lokasi, 
yang tersebar di 13 kecamatan. Objek wisata tersebut ada yang dikelola oleh 
yayasan maupun pemerintah daerah. Peningkatan tersebut dapat dilihat 
pada diagram sebagai berikut: 
Gambar 3.6 
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang Berkunjung ke 
Kebupaten Tana Toraja 2010 – 2014 
 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tana Toraja 2015 
5627 3674 










3.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tana Toraja, 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 
Tahun 2012, yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2012. KPPT dibentuk 
dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan 
perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tana 
Toraja.  
3.2.1 Struktur Organisasi  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan tata 
cara mengatur hubungan antara anggota dalam organisasi berdasarkan 
jabatan yang diemban. Struktur organisasi juga menunjukkan kerangka dan 
susunan dalam melaksanakan tugas dan koordinasi kerja yang jelas antara 
masing-masing pemegang jabatan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan 
melihat struktur oraganisasi, maka kedudukan masing-masing menjadi jelas 
berdasarkan jenjang atau tingkatan yang tidak teratur dapat menghambat 
kelancaran tugas yang akan dilaksanakan. Ketentuan struktur organisasi dan 
tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur oleh pemerintah daerah 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 2 tahun 2012 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perizinan Terpadu 
Kabupaten Tana Toraja.  Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada 




Struktur Organisasi KPPT Kabupaten Tana Toraja 
 
 
Tim Teknis dibentuk dan ditunjuk langsung oleh masing masing SKPD 
berdasarkan permintaan dari KPPT, yang ditunjuk langsung oleh masing-
masing Kepala SKPD melalui surat keputusan bupati Tana Toraja dengan 
surat tugas. Berikut ini adalah Tim Teknis masing masing SKPD: 
Tabel 3.10 
Tim Teknis SKPD Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Tana Toraja 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 
Nama-Nama Tim Teknis 
Badan Lingkungan Hidup 
Daerah (BLHD) 
1. Ir. Dan Sampe 
2. Lily Tangke Padang 
3. Ir. Indrias Duma‟, M.Si 
4. Drs. M. B. Boroallo 
5. Agustinus Tumpak, SP, M.Si 
 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kecil Menengah 
1. Abdul Kadir, SIP 
2. Alvira Wira Gamberin, SE 
65 
 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 
Nama-nama Tim Teknis 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
1. Markus Rembon, BSc 
2. Sony Sosang, S.Kom. MH 
3. Yeremias, SE 
Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 
1. Fredryk Tandi Payung, S.Hut 
2. Kanan Linggi 
3. Aldy Zulkarnaen 
4. Guntur K. Andilolo 
5. Adriany Palin Datu 
Dinas Permukiman dan Tata 
Ruang 
1. Alfian Andi Lolo, SH 
2. Marten M. Moling, S.Sos 
3. Petrus Turu‟ Allo, ST 
4. Marselinus S. Situru, SH 
5. Cory C. Marseniel, SH 
6. Yusak Embong Pasak, ST 
7. Beny Bungin M, ST 
8. Hironimus Emilianus A.L, A.Md 
9. Andarias Layuk 
10. Markus Lamba‟ Balik 
Dinas Perhubungan, Informatika 
dan Postel 
1. Lukas Lulu, ST 
2. Pebrianto Suanto 
Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 
1. Ir. Agnes Bitti 
 
 
Dinas Peternakan dan Perikanan 
1. Eric Crystal S. Rante Allo, S.Pi 
2. Yafet R. Paruntung, S.Pt 
3. Julius P. ST.,MM 
4. Daud, SE 
5. Santo Bara‟langi, S.Pt 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 
1. Feltiany Doki, SH 
2. Satjan Wijaya, ST 
3. Yuliardy Sesa 
4. Obed Sulu‟Padang 
Dinas Kesehatan 
1. Drg. Adriana Saleng 
2. Renca Liling, S.Kep 
3. Imelda Rante Ta‟dung, SKM 
4. John Sura‟, SKM 
5. Yosefina Rombetasik, S.Si.,Apt. 
Dinas Pertambangan dan Enegri 1. Lewi, S.T 
Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tana Toraja 
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3.2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Adapun visi dan misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Tana Toraja adalah sebagai berikut: 
 VISI:  
  “TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA” 
 Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja 
tersebut merupakan tekad yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai 
pelayanan perizinan yang prima. Untuk mencapai visi tersebut maka 
dirumuskan kedalam beberapa misi sebagai berikut: 
MISI: 
a. Mewujudkan pelayanan yang profesional, maju, responsif dan 
berorientasi pada kepuasan pelanggan (Good Governance) 
b. Meningkatkan pelayanan administrasi yang aman melalui 
pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan e-government. 
c. Meningkatkan transparansi dan mutu pelayanan yang aman 
melalui peningkatan akses dan sebaran informasi. 
 
3.2.3 Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Pelayanan perizinan yang dimaksud adalah perizinan pada bidang Izin 
Usaha Perdagangan, Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan. Dua 
dari tiga pelayanan perizinan ini merupakan izin yang paling banyak diurus. 
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Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah  Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
yang diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak 600 izin dan jumlah Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 528 izin sedangkan Izin Mendirikan 
Bangunan sebanyak 64 Izin. 
Secara umum proses penerbitan ketiga izin tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu (KPPT) dengan mengisi formulir yang telah 
disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi yang telah 
ditetapkan;KPPT melakukan penelitian dokumen atau persyaratan 
administrasi pemohon ; 
2. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka Dokumen permohonan 
diteruskan untuk mendapatkan Kajian Teknis; apabila Dokumen tidak 
lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon 
untuk dilengkapi. 
3. Tim Teknis pada KPPT melakukan peninjauan lapangan dengan 
memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai dengan perizinan yang 
akan dimohonkan; 
4. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita 
Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu 
lampiran rekomendasi; yang ditandatangani oleh Anggota Tim Teknis 
dari SKPD yang bersangkutan dengan izin yang dikeluarkan  
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5. Tim teknis mengeluarkan Rekomendasi yang berisi terpenuhinya 
syarat teknis perizinan yang dimohonkan : 
a. Rekomendasi Tim Teknis selanjutnya disampaikan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 
b. Jika permohonan disetujui, maka izin akan diproses; 
6. Proses perhitungan dan penetapan besaran retribusi izin oleh Tim 
Teknis dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk 
selanjutnya diterbitkan pengantar Surat Tanda Setoran (STS); 
7. Proses pembayaran Retribusi oleh pemohon izin melalui bank yang 
telah ditentukan; 
8. Proses penandatanganan izin oleh Kepala KPPT Kabupaten Tana 
Toraja 
Waktu yang diperlukan untuk mengurus SITU dan SIUP yaitu 7 hari 
setelah berkas dilengkapi oleh pemohon. Sedangkan untuk IMB yaitu 5 hari 
setelah berkas dilengkapi oleh pemohon. 
Dokumen yang diperlukan untuk mengurus Surat Izin Tempat Usaha 
(SITU) adalah sebagai berikut: 
1. Salinan/Fotokopi akta pendirian badan usaha dilegalisir oleh 
pengadilan negeri; 
2. Salinan/Fotokopi KTP para pengurus atau pendiri badan usaha; 




4. Surat keterangan perjanjian sewa/kontrak tempat usaha bila 
bangunan berstatus sewa; 
5. Salinan/Fotokopi Akta Sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan 
tempat usaha jika milik sendiri; 
6. Mengurus Surat-Surat Perizinan lainnya, diantaranya: 
a. Surat Izin Tetangga : Dalam surat tersebut berisi pernyataan tidak 
Keberatan dari Tenangga yang ada di sebelah Kanan, Kiri, 
Depan, dan Belakang yang diketahui oleh ketua RT/RW setempat 
yang kemudian di teruskan ke kelurahan, kecamatan sampai 
kabupaten atau Kotamadya. 
b. Surat Keterangan Domsili Perusahaan : Dalam Surat tersebut 
terdapat Lokasi, Tempat atau Kantor yang akan dibuat 
perusahaan. Caranya dengan meminta Formulir dari Ketua RT di 
Wilayah tersebut untuk kemudian disahkan oleh ketua RT, RW, 
Kelurahan dan Kecamatan. 
7. Denah lokasi tempat usaha yang disahkan atau diketahui pejabat 
kelurahan atau kecamatan; 
8. Tanda Lunas pembayaran PBB tahun Terakhir. 
Dokumen yang diperlukan dan tahapan dalam mengurus Surat Izin 
Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut: 
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1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa 
yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
setempat untuk mengurus perizinan. 
2. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP 
bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani oleh pemilik usaha. 
Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian difotokopi sebanyak 
dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut : 
a. Fotokopi akte pendirian usaha atau badan hukum sebanyak 3 
lembar; 
b. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 3 lembar; 
c. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 3 
lembar; 
d. Fotokopi ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar; 
e. Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar. 
f. Gambar denah lokasi tempat usaha; 
Dokumen yang diperlukan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan 
adalah sebagai berikut: 
a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku. 
b. Fotokopi bukti surat kepemilikan/penguasaan tanah. 
c. Fotokopi lunas PBB tahun berjalan. 
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga. 
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e. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi/tanah tidak dalam keadaan 
sengketa dan diketahui lurah dan camat setempat. 
f. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 rangkap 
dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan (SIPB). 
g. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu akan melakukan penelitian 
berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dan apabila telah 
memenuhi persyaratan, maka paling lambat 2 hari setelah menerima berkas 
pemohon Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melanjutkan berkas 
permohonan kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk mendapatkan 
rekomendasi dengan menggunakan format yang disediakan oleh Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebelum mengeluarkan rekomendasi, tim 
teknis dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan akan melakukan peninjauan 
lapangan. 
Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan  dituangkan dalam Berita 
Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran 
rekomendasi. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerima rekomendasi 
dan pengantar Surat Tanda Setoran (STS) dari Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan yang terdiri dari tiga rangkap sebagai berikut: 
1. Rekomendasi asli sebagai arsip Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Tana Toraja 
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2. Masing-masing salinan rekomendasi untuk : Salinan pertama, 
disampaikan kepada pemohon. Salinan kedua, sebagai arsip pada 
unit teknis yang bersangkutan. 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu akan menyampaikan kepada 
pemohon melalui SMS bahwa berkasnya telah memenuhi syarat-syarat untuk 
diterbitkan izinnya dan pemohon diundang untuk memenuhi kewajibannya. 
Berdasarkan pemberitahuan tersebut, pemohon memenuhi kewajiban 
dengan membayar biaya izin. Biaya disetorkan kepada rekening pemegang 
kas daerah melalui bank yang telah ditentukan. 
Bukti pembayaran dalam bentuk Surat Tanda Setoran (STS) 
disampaikan kepada dinas teknis secara berkala. Setelah pemohon 
menyelesaikan kewajibannya dengan membayar biaya izin, maka izin asli 
disampaikan kepada pemohon dalam tempo 1x24 jam (satu hari) dari tanggal 
penerimaan pelunasan pembayaran kewajiban pemohon. Izin diterbitkan 
sebanyak 4 (empat) rangkap untuk kepentingan sebagai berikut: 
a. Asli untuk pemohon yang bersangkutan. 
b. Salinan satu untuk dinas teknis yang bersangkutan. 
c. Salinan dua untuk camat/lurah yang bersangkutan. 





3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 pada pasal 6 
(enam), KPPT mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi dan 
menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu 
dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, keamanan, kepastian dan 
transparansi. Bidang perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
Izin Usaha Perdagangan, Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka KPPT 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan penyusunan program kantor; 
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; 
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 
d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 
f. Pelaksanaan koordinasi pengaduan dan pengendalian perizinan; 
dan 
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
3.2.5 Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Tata kerja KPPT ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 
tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kantor 
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Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja pada pasal 10 dan 11 
sebagai berikut: 
Pasal 10 
Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok 
Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara 
vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing, maupun 




Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu mempunyai kewajiban: 
a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan; 
b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. Menaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; 
d. Mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta 
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala tepat waktu 
sewaktu-waktu apabila diperlukan; 
e. Menyampaikan tembusan pada unit kerja; dan 
f. Mengelolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari 
bawahan untuk dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih 
lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pemahaman Nilai Budaya Lokal Tallu Bakaa 
Pada bab  ini penulis akan menguraikan temuan tentang penerapan 
budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan di kabupaten Tana Toraja 
khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu serta faktor 
pendukung dan penghambat dalam penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa 
tersebut. 
Mengawali penelitian ini, penulis terlebih mengemukakan tentang 
pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap nilai kebudayaan secara 
umum, yang ada di Tana Toraja. Penulis meyakini bahwa untuk melakukan 
sesuatu dengan baik, maka terlebih dahulu hal tersebut harus dipahami. Hal 
ini serupa dengan penerapan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan, 
khususnya dalam hal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin 
Tempat Usaha (SITU) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa untuk 
menerapkan nilai budaya maka harus dipahami terlebih dahulu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur pemerintah 
daerah terhadap nilai budaya lokal yang ada di Tana Toraja berbeda-beda, 
ada yang memahamai sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dari pada 
yang lain dan adapula yang memahamai bahwa orang Toraja terkenal 
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dengan atheis atau kepercayaan aluk todolo. Pemahaman tersebut masih 
sangat kurang untuk seorang aparatur pemerintahan,  bahwa aparatur hanya 
memahami sebatas adat istiadat, bukan berdasarkan nilai budaya lokal Tana 
Toraja. 
Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara dengan beberapa 
aparatur pemerintah daerah pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
sebagai berikut: 
Kasie Penerbitan Pelaporan dan Pengaduan (Dikson): 
“Nilai budaya lokal di Tana Toraja artinya adat istiadat, dari turun 
temurun dari nenek moyang kita, harus dipertahankan apalagi kita 
sebagai generasi muda harus mempertahankan adat istiadat yang 
sudah turun temurun dari nenek moyang kita”. (Wawancara tanggal, 1 
Maret 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan Kasie Penerbitan 
Pelaporan dan Pengaduan memahami nilai budaya sebagai adat istiadat 
yang diwariskan secara turun temurun dan harus dipertahankan. 
Mempertahankan nilai budaya merupakan salah satu tugas dari generasi 
muda. 
Kasie Verifikasi (Martinus): 
“Kalau nilai budaya atau adat Toraja itu memang lain daripada yang 
lain, dalam artian unik, karena mungkin Tana Toraja saja yang hampir 
sama dengan orang batak, kan kalau di Toraja dikenal dengan rambu 
solo‟ yakni pemakaman, itu yang terkenal di Toraja”. (wawancara 




Hasil wawancara menggambarkan bahwa nilai budaya yang 
Kabupaten Tana Toraja bersifat unik dan kebudayaan Toraja dikenal salah 
satu dari adat istiadat yang disebut dengan  upacara pemakaman (rambu 
solo‟). 
Kasubag Tata Usaha (Christianty): 
“Artinya budaya itu pasti bernilai tinggi, saya kira kita mempunyai 
budaya nilai budaya yang tinggi apalagi Toraja, apalagi kalau di Toraja 
kan ada dibilang longko‟ Toraja, karena memang disitumi letaknya 
bahwa mereka begitu menghargai budaya, dan saya kira 
dipemerintahan itu tetap dijalankan”. (wawancara tanggal 8 Maret 
2016). 
Hasil wawancara Kasubag Tata Usaha, menunjukkan bahwa nilai 
budaya yang ada di Tana Toraja memiliki nilai yang tinggi. Hal ini juga 
menggambarkan bahwa masyarakat Toraja sangat menghargai budaya yang 
dimiliki dan tidak terlepas dalam menjalankan pemerintahan. 
Setelah pemahaman secara umum, penulis bertanya tentang 
pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang nilai budaya tallu baka. Dari 
enam informan hanya dua informan yang pernah mendengar nilai budaya 
lokal tallu baka. Kedua informan yang pernah mendengar namun kurang 
memahami adalah Kasubag Tata Usaha dan Kasie Pendaftaran. Selain itu, 
informan yang lainnya yaitu Kepala Kantor, Kasie Peneribitan Izin, Kasie 
Verifikasi dan Kasie Pelaporan dan Pengaduan, tidak pernah mendengar 
tentang nilai budaya lokal tersebut.  
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Adapun hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut: 
Kasie Penerbitan Izin (Sitti): 
“saya tidak pernah mendengar tentang itu”. (wawancara tanggal 8 
Maret 2016) 
Hasil wawancara dari Kasie Penerbitan menunjukkan bahwa informan 
tidak pernah mendengar tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. 
Kasie Pendaftaran (Ratu): 
 
“Saya pernah mendengar tapi saya kurang paham”. (wawancara 
tanggal 8 Maret 2016) 
Hasil wawancara dengan Kasie Pendaftaran, menunjukkan bahwa 
informan pernah mendengar tentang nilai budaya lokal tallu bakaa, namun 
informan tidak memahami maksud dari budaya lokal tersebut. 
Kasie Verifikasi (Martinus): 
“Saya tidak pernah mendengar tentang tallu bakaa, kalau tallu bakaa 
itu tidak pernah saya dengar”. (wawancara tanggal, 1 Maret 2016) 
 
Hasil wawancara dengan Kasie Verifikasi, menunjukkan hal yang 
sama dengan Kasie Penerbitan Izin,bahwa informan tidak pernah mendengar 
tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. 
Kasie Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan (Dikson): 





Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa informan juga belum 
pernah mendengar tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. 
Kasubag Tata Usaha (Christianty): 
“Saya pernah mendengar tentang tallu bakaa. Suami saya yang tau 
itu, dan itu kan yang diterapkan dikantor ini. (Tallu Baka itu Kinaa Sugi 
dan barani) Oh itu yang dimaksud dengan tallu bakaa, saya dengar-
dengar saja” (wawancara 1 Maret 2016) 
 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan pernah 
mendengar dan informan menyatakan bahwa hal tersebut diterapkan pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja. 
Kepala Kantor (Muh. Safar): 
“Ini karena terus terang saya bukan asli toraja, saya belum memahami 
sampai sedalam itu tentang apa itu tallu baka, semata mata yang saya 
terapkan sehari hari selama ini apa yang menjadi kebiasaan dan itu 
saya konsultasikan kepada bawahan, misalnya rambu rambu mana 
yang menjadi etika, kebiasaan apa yang menjadi pantangan itu saya 
bahas sama bawahan jangan sampai melanggar etika”. (wawancara 
tanggal, 8 Maret 2016) 
Hasil wawancara  di atas menggambarkan bahwa Kepala Kantor 
belum memahami tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. Namun, hal yang 
dilakukan oleh kepala kantor, seperti melakukan konsultasi dengan bawahan 
tentang budaya yang ada di Tana Toraja, merupakan komitmen untuk 
melestarikan dan menghargai budaya Toraja serta menghindari adanya 
kekeliruan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat 
dinyatakan bahwa pemahaman aparatur pemerintahan mengenai budaya 
lokal Tallu Bakaa sangat minim. Meskipun nilai ini merupakan salah satu nilai 
budaya lokal yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan 
pemerintahan namun pada kenyataannya tidak semua aparatur memahami 
dengan baik akan budaya tersebut. Minimnya pemahaman aparatur 
mengenai budaya lokal berpengaruh pada implementasi dalam pelayanan 
pemerintahan karena suatu hal dapat diimplementasikan dengan baik apabila 
hal tersebut dipahami secara mendalam. 
Pemahaman budaya lokal tallu bakaa oleh aparatur pemerintah 
daerah hanya dipahami berdasarkan hal yang dominan dilakukan dalam 
budaya Toraja. Hal ini dapat dilihat dari jawaban aparatur yang hanya 
berfokus pada pesta kematian yang disebut dengan rambu solo’, bahwa 
budaya tersebut adalah sesuatu yang unik dan berbeda dari pada yang lain. 
Aparatur tidak mampu menjelaskan mengenai nilai budaya lokal tallu bakaa 
yang sesungguhnya. 
Meskipun tidak semua aparatur memahami tentang nilai budaya lokal 
tallu bakaa, tetapi berdasarkan pengamatan pada aktifitas pelayanan kepada 
masyarakat dan wawancara yang dilakukan, penulis  menyatakan bahwa  
nilai tallu bakaa (kinaa, sugi’ dan barani), ada diterapkan meskipun tidak 
secara keseluruhan. Tidak secara keseluruhan maksudnya adalah hanya 
sebatas nilai yang diketahui secara mendasar, tidak masuk kedalam 
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pemahaman bahwa nilai tersebut merupakan bagian dari nilai tallu bakaa, 
yang merupakan salah satu nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam 
menjalankan pemerintahan. 
Meskipun informan yang tidak memahami akan nilai budaya lokal tallu 
bakaa, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencari tahu, seperti apa nilai 
budaya lokal tersebut. Seyogyanya nilai ini dipahami karena merupakan nilai 
yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu,  penulis 
berkesimpulan dari hasil wawancara tentang alasan informan untuk tidak 
mencari tahu, informan menyatakan bahwa bukan waktunya lagi untuk 
belajar dan tidak ada waktu lagi untuk mencari tahu akan hal tersebut, umur 
yang sudah lewat pun menjadi alasan untuk tidak belajar lagi mengenai nilai 
budaya lokal. Bagi penulis hal ini dianggap sebagai kemunduran dalam 
otonomi daerah karena tidak adanya upaya untuk mengembangkan potensi 
lokal termasuk melestarikan nilai budaya lokal. 
 
4.2 Penerapan Nilai Budaya Lokal Tallu Bakaa (Kinaa, Sugi’ dan 
Barani) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Tana Toraja.  
Penerapan ialah sebuah proses tindakan atau pelaksanaan untuk 
mewujudkan terlaksananya suatu hal yang telah disusun secara matang dan 
terperinci. Secara sederhana penerapan diartikan pelaksanaan atau 
penyataan. Dan juga dimaksudkan untuk menjadi sarana membuat sesuatu 
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dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Kemudian 
berfungsi sebagai sebuah tindakan individu yang diarahkan pada tujuan serta 
ditetapkan, memastikan terlaksananya tujuan tersebut dan memberikan hasil 
yang bersifat praktis kepada sesama. 
 Terkait dengan penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah 
penerapan budaya lokal Tallu Bakaa yakni kinaa, sugi‟ dan barani dalam 
pelayanan pemerintahan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 
4.2.1 Kinaa 
Dalam penelitian ini, Kinaa artinya menjalankan tugas secara 
profesional dan tidak berpihak; memberikan layanan kepada publik secara 
jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun. Berdasarkan hasil 
wawancara dan pengamatan aktifitas pelayanan yang dilakukan pada Kantor 
Pelayanan Perizinan Terbadu, nilai budaya lokal ini diterapkan pada Kantor 
pelayanan perizinan terpadu. Aparatur dalam menjalankan pelayanan, 
melaksanakan kewajiban dengan tidak berpihak, semua yang datang dilayani 
sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti yang 
diungkapkan oleh Kepala Kantor dalam wawancara sebagai berikut: 
“Itu tidak, dalam arti mau diskriminasi itu tidak ada, siapapun yang 
datang bahkan ada yag ada yang datang dengan pakaian yang lusuh 
menggunakan sandal jepit, mohon maaf tidak ada perbedaan tetap dia 
menempati kursi yang layak tidak disuruh mengunggu diluar, siapapun 
dia, apakah dia berdasi tidak ada perbedaan, tetap menggunakan 
ruang yang sama dengan tetap menggunakan antrian, kami tidak 
mengistimewakan”. (wawancara tanggal, 8 Maret 2016) 
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Pernyataan kepala kantor di atas menggambarkan bahwa dalam 
memberikan pelayanan perizinan secara umum atau SIUP, SITU dan IMB 
secara khusus, tidak ada perbedaan atau diskriminasi. Informan 
menggambarkan bahwa pelayanan yang dilakukan juga tidak melihat dari 
penampilan masyarakat yang datang, akan tetapi semuanya dilayani dengan 
perlakuan yang sama. 
Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang pernah mengurus SITU 
,SIUP dan IMB, semuanya mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi 
aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, semuanya 
dilayani dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ibu yang 
bernama  Aulia (penjual pakaian) di Pasar Makale: 
“semuanya dilayani dengan baik, saya merasa tidak ada yang dibeda-
bedakan, komunikasinya baik, yang penting datanya lengkap pasti kita 
dilayani” (wawancara tanggal 20 April 2016) 
Hasil wawancara tersebut menggambarkan hal yang diterima oleh 
informan ketika mengurus SIUP, bahwa semua masyarakat mendapat 
pelayanan yang baik dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, 
dengan syarat kelengkapan data harus lengkap agar dapat dilayani. 
Hal yang senada juga disampaikan oleh Mawan (77 Mx) di Botang 
ketika mengurus Surat Izin Tempat Usaha: 
“orang dibawa itu baik-baik semua, tidak ada yang dibeda-bedakan, 
semuanya sama saja, cuma harus antri dalam mengurusnya” 




Hasil wawancara di atas menggambarkan pribadi dari aparatur 
pemerintah daerah yang tidak pernah melakukan diskriminasi dalam 
memberikan pelayanan perizinan SIUP, SITU dan IMB. Pelayanan juga 
diberikan cara jujur, aparatur terbuka dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat. Berkas pendaftaran perizinan yang tidak lengkap dilengkapi dan 
diberikan keterangan yang harus dilengkapi sehubungan dengan izin yang 
diurus. Seperti yang diungkapkan oleh Kasie Pendaftaran dalam wawancara 
sebagai berikut: 
“disini kita terbuka dalam memberikan informasi, apalagi pendaftaran 
merupakan benteng, jadi berkas yang tidak lengkap dikembalikan 
kepada masyarakat untuk dilengkapi nah kita memberikan blangko 
sesuai dengan izin yang diurus” (wawancara 8 Maret 2016) 
 
Berdasarkan keterangan dari informan diatas, menggambarkan bahwa 
aparatur pemerintah daerah terbuka dalam memberikan informasi mengenai 
masalah perizinan, juga digambarkan bahwa pendaftaran berkas merupakan 
patokan atau hal pertama yang menjadi bendungan untuk masuknya 
dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana yang 
sudah disepakati. 
Hasil wawancara dengan masyarakat juga memberikan keterangan 
yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh aparatur pemerintah daerah. 
Berikut ini keterangan dari beberapa masyarakat sebagai informan: 
Edita Ruruk (mengurus IMB): 
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“informasinya yang diberikan itu jelas, waktu itu berkas saya belum 
lengkap jadi dikembalikan dulu, kemudian ada yang ditanda-tangani 
tetangga disitu, waktu sudah lengkap baru saya bawa lagi, tidak ribet 
juga urusnya” (wawancara tanggal 21 April 2016) 
 
Jawaban dari informan tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk 
mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), harus memiliki berkas yang 
lengkap dan sama halnya yang disampaikan oleh informan di bawah ini. 
Israfil (mengurus Surat Izin Tempat Usaha ): 
“itu hari waktu saya urus memang saya beberapa kali kebawa, 
informasinya sudah jelas, tetapi agak lambat keluar izinnya, katanya 
karena belum sempat dilihat lokasinya” (wawancara tanggal 21 April 
2016) 
 
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa informasi yang diberikan 
ketika mengurus Surat Izin Tempat Usaha sudah jelas, akan tetapi izinnya 
lambat diterbitkan. Informan menjelaskan alasan yang disampaikan aparatur 
pemerintah daerah bahwa lambatnya izin keluar disebabkan karena 
peninjauan lokasi yang tidak dapat dijangkau dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan. 
 Hasil pengamatan dalam aktifitas pelayanan aparatur pemerintah 
daerah juga menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah pada Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu sangat tanggap, ketika ada masyarakat yang 
datang langsung disambut dengan senyum kemudian ditanya: “ada perlu apa 
pak/ibu”. Penulis menyimpulkan bahwa aparatur cukup tanggap dalam 
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memberikan layanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 
Antonius (Pemilik Kios Toval) sebagai berikut: 
“pelayanan yang diberikan itu sangat bagus, juga kalau kita datang, 
langsung disapa, “Selamat pagi”, “ada perlu apa Pak”, orangnya juga 
ramah-ramah”. (wawancara tanggal 20 April). 
 
 Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan apa yang dialami oleh 
informan ketika mengurus Surat Izin Tempat Usaha. Informan menjelaskan 
bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan para aparatur pemerintah 
daerah yang bertugas pada KPPT tanggap ketika ada masyarakat yang 
datang untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat 
Usaha atau Izin Mendirikan Bangunan. Hal yang senada juga disampaikan 
oleh Ibu Emi (Penjual Aksesoris) di Pasar Makale sebagai berikut: 
“pelayanannya sangat tanggap, begitu kita datang langsung disapa, 
petugasnyapun sangat tanggap dan peduli” (wawancara tanggal 20 
April 2016) 
 
Hasil wawancara di atas menggambarkan apa yang dialami informan 
ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahwa aparatur 
pemerintah daerah sangat tanggap dalam melayani masyarakat. Sejalan 
dengan itu, juga diterapkan bahwa pelayanan tidak mesti kaku, 
menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu budaya 
lokal dalam hal bahasa yang diterapkan di kantor Pelayanan Perizinan ini. 
Penggunaan bahasa dengan menyesuaikan bahasa yang digunakan 
masyarakat merupakan salah satu wujud untuk memberikan sambutan yang 
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lebih akrab/dekat dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan dalam 
wawancara dengan kepala kantor sebagai berikut: 
“pelayanan tidak mesti kaku harus menggunakan bahasa indonesia, 
tetapi menggunakan bahasa sehari hari pemohon jadi jika pemohon 
datang dengan meggunakan bahasa daerah maka pelayanan saya 
sampaikan bahwa langsung sambut dengan bahasa daerah. Karena 
pendekatan itu lebih tajam saya rasa pendekatan itu lebih tenang, 
orang akan lebih memahami, dibanding biasa orang menggunakan 
bahasa indonesia, masih kurang fasih, sehingga semua saya 
akomodir, tidak kaku harus menggunakan bahsa indonesia”. 
(wawancara tanggal 8 Maret 2016). 
Hasil wawancara dengan informan tersebut menggambarkan bahwa 
KPPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menginginkan agar 
masyarakat mendapat kenyamanan dalam pelayanan. Hal tersebut dilakukan 
dengan membangun komunikasi yang tidak kaku, atau membangun 
komunikasi dari bahasa masyarakat. Hal tersebut menurut informan dapat 
membuat komunikasi lebih lancar dan masyarakat akan merasa nyaman 
dengan pelayanan yang diberikan. 
 Cepat atau lambatnya selesai izin (SIUP, SITU dan IMB), tergantung 
dari kapan berkas tersebut delengkapi, jadi berkas akan diproses setelah 
lengkap. Setiap izin yang diurus sudah ada ketentuan waktu maksimum 
pengurusan. Jadi setiap izin berbeda-beda waktunya. Tepat dan akuratnya 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini 
didukung oleh sistem online pada setiap tahap, jadi apabila pendaftaran 
belum lengkap datanya maka tidak dapat berlanjut ke tahapan selanjutnya. 
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 Sikap santun dalam memberikan pelayanan juga diterapkan pada 
kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Hal ini sesuai dengan yang dipahami 
oleh Aparatur bahwa kinaa itu baik hati, sopan dan santun, seperti yang 
disampaikan beberapa informan sebagai berikut: 
Kasie Evaluasi Pelaporan dan pengaduan (Dikson): 
“Kinaa itu artinya secara umum yang saya pahami sopan, baik, kalau 
sekarang kita kenal dengan senyum sapa dan salam karena dikantor 
kami ada tiga hal yang harus kita lakukan yaitu senyum, sapa dan 
salam” (wawancara tanggal, 1 Maret 2016) 
 Hasil wawancara dengan Kasie Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan 
menunjukkan pemahaman informan secara umum mengenai kinaa. Informan 
memahami bahwa kinaa adalah sikap yang ramah dan dikenal dengan 
slogan senyum sapa dan salam. 
Kasubag Tata Usaha (Christianty): 
“Kinaa itu artinya baik hati kalau sebagai aparatur ketiganya itu harus 
kita miliki, kita itu aparatur terlalau banyak orang pintar bekerja dengan 
sepenuh hati itu sebenarnya gampang tapi tidak semua orang. 
Diperizinan saya tidak butuh orang pintar namun saya butuh orang 
jujur, apalagi di pendaftaran adalah benteng, semenjak saya mengikuti 
pelatihan yang selalau ditekankan adalah kejujuran, jadi sehubungan 
dengan itu aparatur harus mempunyai nilai budaya itu”. (wawancara 
tanggal 8 Maret 2016) 
Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha menunjukkan hal yang 
harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah dalam memberikan 
pelayanan. Informan menjelaskan bahwa kecerdasan bukanlah jaminan 
untuk dapat memberikan pelayanan yang baik. Namun, kesungguhan hati 
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dalam memberikan pelayanan merupakan hal yang mutlak menurut informan. 
Selain itu, nilai budaya lokal juga harus dimiliki dalam memberikan 
pelayanan. 
Kasie Verifikasi (Martinus): 
 “Kinaa itu, baik hati”. (wawancara tanggal 1 Maret 2016) 
 Hasil wawancara dengan Kasie Verifikasi menunjukkan bahwa 
pemahaman informan universal dan masih dalam jangkauan yang luas. 
Kepala Kantor (Muh. Safar): 
 
“Kinaa yang saya dengar dalam hubungan sehari hari itu artinya luas, 
itulah yang saya sampaikan sama teman teman disini, jangan kaku 
dalam meladeni orang seberat apapaun permasalahan pribadi yang 
dimiliki oleh seorang pelayan, jangan membawa ke tempat kerja, 
pokoknya walauun kamu sedih tetapi meladeni orang tetap dengan 
senyum makanya ada kata kata saya itu yang menjadi tag line dikantor 
saya tegur kami jika tidak ada senyum untuk anda, itu berarti bahwa 
sesusah apapun diri anda secara pribadi tetapi ladenilah orang 
senantiasa dengan senyum”. (wawancara tanggal, 8 Maret 2016). 
Upaya mendekatkan diri dengan masyarakat juga merupakan salah 
satu penerapan dari nilai budaya tallu bakaa yaitu kinaa, hal ini dilakukan 
dengan menciptakan suasana yang harmonis melalui interaksi dalam 
pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui 
media bahasa sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan masyarakat 
dan menciptakan interaksi yang nyaman. Penerapan hal ini dilakukan dengan 
menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat ketika datang untuk 
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mengurus perizinan, jadi umpan balik aparatur tergantung pada kata atau 
kalimat awal yang digunakan. Jika masyarakat datang dengan menggunakan 
bahasa daerah maka dilayani dengan bahasa daerah, jika datang dengan 
menggunakan bahasa Indonesia maka ditanggapi dengan bahasa Indonesia 
pula.  
Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat 
untuk mengetahui bagaimana sikap aparatur pemerintah daerah dalam 
memberikan pelayanan. Semua Informan menyatakan bahwa dari segi sikap, 
para aparatur pemerintah daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
bersikap sopan. Berikut ini pernyataan dari informan: 
Antonius (pemilik kios Toval): 
“dari segi sikapnya mereka itu sopan-sopan semua, waktu datang 
disini meninjau mereka juga baik-baik, bicaranya juga baik, pokoknya 
bagusji” (wawancara tanggal 20 April 2016) 
Hasil wawancara dengan Antonius menggambarkan sikap aparatur 
pemerintah daerah yang ada di KPPT dalam memberikan pelayanan. 
Informan menjelaskan bahwa dari segi etika mereka sudah cukup baik. 
Nurjanna (pemilik kios Nurjanna): 
“sopan-sopan semua orangnya, kita langsung disapa kalau datang” 
(wawancara tanggal 20 April 2016) 
Selain itu, aparatur pemerintah daerah pada Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu juga senantiasa melakukan pendekatan dengan 
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masyarakat dengan menggunakan simbol- simbol daerah seperti pakaian 
adat atau pakaian yang mempunyai motif daerah Toraja. Akan tetapi simbol 
bukan merupakan jaminan bawa seseorang memahami simbol yang 
digunakan karena sesungguhnya yang diinginkan ialah pemahaman akan 
simbol yang digunakan sehingga dapat diterapkan dalam pelayanan 
pemerintahan. Simbol yang digunakan juga tidak dipahami dengan baik, arti 
dan makna dari simbol tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
simbol tidak dijiwai oleh penggunanya melainkan hanya sebagai simbol untuk 
mendekatkan diri dengan masyarakat. 
Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu): 
“sejalan dengan pemda kami sebenarnya sudah lebih dahulu 
menerapkan, tentang busana yang digunkan dalam pelayanan, hanya 
terakhir ini sudah ada penekanan harus menggunakan ini. Karena dari 
awal kami sudah membiasakan untuk menggunakan pakaian adat 
atau pakaian pakaian yang mencerminkan budaya, contoh yang saya 
pakai ini ada motif toraja,jadi itu sudah masuk dalam program kami jadi 
kedepan kita akan membuat lai pakaian adat, karena tidak menutup 
kemungkinan ya pemikiran pemikiran orang tentang yang namanya 
baju coklat, itu, kalau bahasa sehari hari pakaian keki, masyarakat itu 
sudah trauma, trauma dengan yang namanya seragam coklat itu, 
sehingga kami mencoba membawa paradigma ke arah bahwa 
bagaimana masyarakat memahami bahwa sebenarnya tidak demikian, 
tetapi pendekatannya dengan cara kami menggunakan simbol-simbol 
yang mendekatkan perasaan masyarakat bahwa ternyata ini bagian 
dari toraja” (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
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Hasil wawancara di atas menggambarkan upaya penerapan nilai 
budaya lokal di KPPT melalui simbol yang digunakan yakni pakaian. 
Menggunakan pakaian dengan motif Toraja menurut informan akan membuat 
kedekatan dengan masyarakat. 
Beberapa masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa, 
aparatur pemerintah daerah  pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
bersikap yang baik dan ramah. Seperti yang diungkapkan oleh salah Ibu 
Nurjanna (pemilik kios) sebagai berikut: 
“pelayanannya disana baik-baik, orangnya juga ramah-ramah, cara 
bicaranya juga baik, kita juga tidak dipersulit asalkan data yang dibawa 
lengkap” (wawancara tanggal 20 April 2016) 
 
Hasil wawancara dengan Ibu Nurjanna menggambarkan sikap 
aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mengurus Surat Izin Usaha Perdangangan, Surat Izin 
Tempat Usaha atau IMB. 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, 
penulis tidak pernah mendengar adanya keluhan dari masyarakat mengenai 
pelayanan dalam hal sikap para aparatur pemerintahan. Keluhan masyarakat 
hanya seputar lambatnya izin dikeluarkan dan setelah menggali informasi 
tentang hal ini, penulis menemukan bahwa aparatur tidak dapat menjangkau 
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semua lokasi untuk ditinjau dalam kurun waktu yang telah ditentukan untuk 
menerbitkan izin tersebut. 
Kinaa dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintahan sebagai 
salah satu nilai dalam lingkup nilai tallu bakaa, merupakan nilai yang 
mendukung sepenuhnya untuk dikembangkan dalam pelayanan 
pemerintahan. Khususnya para aparatur pemerintah daerah dalam 
menjalankan kewajibannya harus memiliki sikap kinaa, sehingga dalam 
melaksanakan kewajibannya masyarakat merasa nyaman untuk dilayani. 
Kinaa merupakan salah satu nilai yang menurut penulis wajib untuk dimiliki 
aparatur pemerintah daerah sehingga akan mendukung dalam proses 
pelayanan.  
Berdasarkan pandangan masyarakat yang mendapatkan pelayanan 
pada pelayanan pemerintahan kaitannya dengan bagian nilai budaya lokal 
tallu bakaa yakni kinaa. Masyarakat memiliki pandangan bahwa pada 
dasarnya aparatur memiliki sikap kinaa, hanya yang menjadi persoalan 
bahwa aparatur sesungguhnya tidak memahami dengan baik makna dari 
kinaa tersebut. Jadi meskipun pandangan masyarakat bahwa aparatur sudah 
menunjukkan sikap kinaa sebagai masyarakat Toraja akan tetapi penulis 
berkesimpulan bahwa penerapan kinaa dalam pelayanan pemerintahan 
belum dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan nilai-nilai yang 
sesungguhnya dari kinaa tersebut.  
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Perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
hanya dituntut oleh budaya organisasi dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari informan yaitu aparatur 
pemerintahan bahwa dalam memberikan pelayanan mereka lebih didorong 
oleh budaya organisasi yang ada dengan alasan bahwa ketika mengabaikan 
tuntutan nilai budaya dalam organisasi maka mereka akan mendapatkan 
sanski, sedangkan tuntutan nilai budaya apabila tidak dilakukan merupakan 
sesuatu yang biasa saja.  
 
4.2.2 Sugi (Kaya) 
Sugi (kaya) dalam lingkup nilai budaya lokal tallu bakaa, dapat berarti 
kaya dalam hal materi, ilmu pengetahuan, etika dan hubungan dengan sang 
pencipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemahaman, sugi’ 
(kaya) dipahami sebagai  hal materi adapula yang memahami dalam hal kaya 
akan sikap sopan dan santun kaya dan  akan pengetahuan. Penerapan sugi’ 
(kaya) dalam pelayanan pemerintahan tidak semuanya diterapkan seperti hal 
yang dipahami. Sugi’ (kaya) dalam hal materi tidak diterapkan pada kantor 
Pelayanan Perizinan terpadu ini. Seperti yang dikemukaan oleh Kepala 
Kantor dalam wawancara sebagai berikut: 
“Sugi’ itu kalau mengambil harfiah kata sugi’ saya tidak mau 
mencampurkan disini bahwa saya tidak membeda-bedakan, apakah 
sugi kita mau mencari keuntungan tetapi sugi dalam artian bahwa 
memperkaya ilmu, memperkaya sikap kinawa tadi, itu yang 
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81dimaksudkan tetapi sugi’ dalam artian materi itu tidak, malah saya 
mengatakan khusus dikantor ini, kalau niat pegawai yang masuk disini 
mencari kekayaan itu salah besar karena ini adalah kantor pelayanan, 
yang dibutuhkan adalah hati nurani, kalau niatnya mencari proyek atau 
segala macam maka salah salah tempatlah orang orang yang masuk 
disini”. (wawancara tanggal, 8 Maret 2016) 
Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sugi‟ tidak hanya 
dalam hal materi melainkan sugi‟ dalam hal pengetahuan, dan sugi‟ akan nilai 
budaya lokal. Pernyataan informan bahwa niat atau motivasi dalam 
melakukan pelayanan jika hanya untuk mencari kekayaan maka hal tersebut 
salah. Peluang untuk memperkaya diri dalam hal materi, dapat dilakukan oleh 
tim teknis, tim teknis ketika melakukan peninjauan biasa diberi uang oleh 
masyarakat yang lokasinya ditinjau untuk diberikan izin. Namun, berdasarkan 
pengamatan yang dilakukan dan wawancara kepada masyarakat bahwa 
aparatur tidak pernah mau menerima imbalan. Seperti jawaban salah satu 
Tim Teknis saat diberikan uang oleh masyarakat sebagai berikut: 
“Oh tidak, tidak usah, kalau kami jalan begini sudah ada memang 
uangnya, terima kasih”. (pengamatan lokasi peninjauan tanggal 5 
Maret 2016) 
Jawaban Tim Teknis menunjukkan penolakan saat Tim Teknis 
disodorkan uang oleh masyarakat setelah selesai meninjau lokasi untuk Izin 
Mendirikan Bangunan. 
 Masyarakat yang menjadi informan yang telah memiliki Surat Izin 
Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Mendirikan 
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Bangunan, dalam wawancara yang dilakukan, semuanya menyatakan bahwa 
biaya yang dibayar hanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang 
diungkapkan Edita Ruruk (pemilik IMB) sebagai berikut: 
“tidak ada tambahan biaya, yang dibayar itu Cuma biaya administrasi 
yang sudah ada memang ditentukan, yang datang meninjau juga tidak 
mintaji biaya” (wawancara tanggal 21 April 2016) 
 Hasil wawancara dengan Edita Ruruk menunjukkan bahwa tidak ada 
biaya tambahan dalam pengurusan izin selain biaya yang sudah ditetapkan. 
Demikian pula yang disampaikan Bapak Petrus (pemilik IMB) sebagai berikut: 
“saya ndak pernah bayar kecuali biayanya memang yang sudah 
ditentukan, pernah juga saya memberikan uang waktu mereka datang 
sebagai uang capeknya mengukur, tetapi mereka tidak mau ambil” 
(wawancara tanggal 21 April 2016) 
Semakin memperkaya diri dengan pengetahuan juga senantiasa 
dilakukan oleh aparatur-aparatur dalam rangka memperlengkapi diri dalam 
melaksanakan kewajiban mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seiring dengan perkembangan aparatur senantiasa belajar mengenai aturan-
aturan yang berkaitan dengan proses perizinan. Hal itu sejalan dengan yang 
dikatakan oleh Kasie Evaluasi Pelaporan dan pengaduan (Dikson): 
“Secara pribadi saya senantiasa belajar, karena dalam pelayanan 
pasti masyarakat akan bertanya tentang dasar dalam mengambil 
keputusan, oleh sebab itu, kami harus senantiasa belajar, setiap ada 
aturan saya usahakan saya download kemudian saya pelajari”. 




Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa aparatur harus 
senantiasa memperkaya diri dengan pengetahuan yang berhubungan 
dengan tugasnya. Dalam menjalankan tugas, semua aparatur mempunyai 
kemampuan dibidang masing masing karena masing-masing seksi 
mempunyai keahlian tersendiri dan tidak ada yang mempunyai peran ganda. 
Hal ini disimpulkan peneliti bahwa masing-masing aparatur mempunyai 
kompetensi dibidang masing-masing dalam melakukan koordinasi dan 
kerjasama dengan pihak yang terkait, dan disimpulkan bahwa aparatur 
mampu melaksanakan program pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil 
wawancara dengan Kasie Verifikasi (Martinus) sebagai berikut: 
“dalam menjalankan semua tugas kita semua dapat melaksanakan 
karena semua sesuai dengan kompetensi karena masing masing 
sudah sesuai dengan bidangnya, jadi tidak ada orang yang 
mengerjakan dua pekerjaan, misalnya dia juga di bagian pendaftaran 
kemudian dia juga di bidang verifikasi, tidak seperti itu”. (wawancara 
tanggal 1 Maret 2016) 
 
Hasil wawancara dengan Kasie Verifikasi menggambarkan bahwa 
semua aparatur menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 
 Penerapan nilai budaya lokal sugi’ (kaya) belum dipahami dan 
diterapkan secara mendalam,meskipun sudah ditekankan bahwa dalam hal 
pelayanan bukan untuk memperkaya diri, namun sugi’ (kaya) belum 
diterapkan secara menyeluruh dalam artian bahwa nilai sugi’ tersebut, hanya 
untuk hal-hal tertentu, misalnya dalam hal pengetahuan, etika, dan moralitas. 
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 Mengenai kualitas kepemimpinan, beberapa informan mengemukakan 
bahwa pimpinan, senantiasa mengutamakan kualitas dalam melayani. Hal itu 
senantiasa dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada bawahan 
dalam menjalankan kewajiban mereka, selain itu ketegasan dan kedisiplinan 
juga senantiasa diterapkan. Seperti yang diungkapkan oleh dua informan 
sebagai berikut: 
Kasubag Tata Usaha (Christianty): 
“Kami bersyukur bahwa pimpinan disini senantiasa berusaha 
mengarahkan kami, bahkan saya sendiri yang tidak tahu apa-apa di 
bagian tata usaha, 10 tahun saya di keuangan kemudian pindah ke 
tata usaha, saya tidak tau menahu namun pimpinan kami disini 
senantiasa memberikan arahan”. (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
 
Hasil wawancara di atas merupakan gambaran yang diberikan oleh 
informan mengenai kepala kantor yang senantiasa memberikan arahan 
kepada bawahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Demikian 
pula disampaikan oleh Kasie Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan sebagai 
berikut: 
Kasie Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan (Dikson): 
 
“pimpinan disini sangat tegas dan disiplin, itulah sebabnya kami para 
bawahan mencontoh bapak diatas itu, karena dapat kami jadikan 
contoh”. (wawancara tanggal 1 Maret 2016). 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan sikap pimpinan yang tegas dan 
disiplin serta senantiasa menunjukkan keteladanan. Penulis berpendapat 
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bahwa hal tersebut merupakan hal yang positif dimana pimpinan sudah 
seharusnya menjadi teladan. 
Sugi‟ (kaya) dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintahan, 
merupakan nilai dalam lingkup tallu bakaa yang harus dipahami dengan baik 
oleh para aparatur pemerintah daerah. Sugi’ dalam hal nilai budaya memang 
berarti kaya dalam hal materi, akan tetapi bukan berarti bahwa dalam 
melakukan kewajiban sebagai aparatur pemerintah daerah maka harus 
memperkaya diri. Memperkaya diri dalam hal materi tidak disalahkan asalkan 
diperoleh dengan cara yang halal. Namun, secara khusus dalam 
melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah, sugi’ (kaya) harus diterapkan 
bahwa sebagai aparatur harus senantiasa belajar dan memperlengkapi diri 
dengan ilmu pengetahuan, etika dan moralitas dalam memberikan pelayanan 
pemerintahan. 
Bagi masyarakat Toraja, jika seseorang sugi’ (kaya) dalam hal materi, 
maka orang tersebut akan mempunyai kedudukan. Namun, akan lebih 
dihargai apabila seseorang sugi’ (kaya) dalam hal etika dan moralitas. 
Sebagai salah satu contoh, seseorang akan lebih dihargai apabila memiliki 
kekayaan moralitas dan etika yang tinggi, dibanding mereka kaya akan 
materi, ketika orang tersebut meninggal orang-orang akan mengenang etika 
dan moralitasnya, tetapi meskipun orang sugi’(kaya) dalam hal materi tetapi 
etika dan moralitasnya tidak dapat diterima oleh masyarakat umum, atau 
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bahkan kekayaannya diperoleh melalui cara yang tidak halal maka kekayaan 
materi tersebut akan dipandang sebelah mata.  
Kekayaan dalam pengetahuan menurut hasil pengamatan penulis 
bahwa hal ini tidak diterapkan secara khusus dalam upaya memperlengkapi 
diri dalam hal kebudayaan dan nilai-nilai lokal yang digunakan sebagai 
pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan 
minimnya pemahaman aparatur tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. 
Berdasarkan hasil penelusuran media elektronik, sampai saat ini 
penulis belum menemukan kasus yang berkaitan dengan upaya memperkaya 
diri dalam hal materi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan ketika 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan sistem 
online dengan sarana yang saling terkoneksi antara satu dengan yang 
lainnya. 
 
4.2.3 Barani (berani) 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sikap barani (barani) 
senantiasa ditunjukkan oleh aparatur pada Kantor pelayanan Perizinan 
Terpadu di Kabupaten Toraja. Sikap barani (berani) diterapkan melalui sikap 
yang mau menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang 
ada. Sebagai contoh bahwa jika ada yang ingin mengurus Izin Mendirikan 
Bangunan maka yang bersangkutan akan memasukkan berkas, setelah 
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melalu proses kemudian sampai pada peninjauan lapangan maka akan 
ditinjau dan ditentukan sesuai dengan aturan yang ada. 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada jalan poros harus berjarak 15 
meter dari garis tengah jalan sedangkan untuk jalan daerah harus berjarak 7 
meter dari garis tengah jalan. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi maka izin 
tersebut tidak dapat diurus dan berkas akan dikembalikan.  
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu sebagai berikut 
“Barani berani yaa, saya hanya simbolkan dengan ketegasan artinya 
disini tidak ada neko neko walaupun kami senyum tidak ada namanya 
manipulasi, pokoknya tidak sesuai dengan ketentuan, mohon maaf ijin 
tidak bisa kami layani, namun kapan ketentuannya ada maka dengan 
ramah kami akan layani” (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan sikap barani sebagai suatu 
sikap yang tidak banyak berbasa basi. Sikap barani juga ditunjukkan lewat 
penolakan setiap berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
Selain sikap ketegasan, sikap barani (barani) juga diterapkan lewat 
pengambilan keputusan yang tegas dan konsisten. Sistem pengambilan 
keputusan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kolektif kolegial 
yang artinya bahwa setiap keputusan dipertanggungjawabkan oleh setiap 
yang memiliki kontribusi dalam keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan 
yang diungkapkan oleh informan  sebagai berikut: 
Kepala Kantor (Muh. Safar): 
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“Prinsip dalam mengambil keputusan adalah ketegasan dan tidak neko 
neko, artinya apa yang diputuskan bersama itulah keputusan dan saya 
karna disini sistem kerja kita adalah terpadu atau kolektif kolegial maka 
tidak ada satu keputusan pimpinan yang satu misalnya saya yang 
putuskan karena kami diatur dengan sistem, sistem kami sudah 
terkoneksi dari proses pendaftaran samapai penandatanganan, tidak 
akan mungkin tandatangan lahir kalau tidak ada proses, jadi saya mau 
mengatakan imposible, semuanya pasti terlibat” (wawancara tanggal 8 
Maret 2016) 
Hasil wawancara di atas menunjukkan konsistensi KPPT dalam 
melakukan pelayanan untuk senantiasa melakukan pelayanan sesuai dengan 
ketentuan yang ada. Keterlibatan semua pihak dalam semua izin (SIUP, 
SITU dan IMB) menunjukkan bahwa izin yang dikeluarkan merupakan 
tanggung jawab semua aparatur pemerintah daerah. 
Kasie Pendaftaran (Ratu Krisna): 
“Barani itu adalah tegas seperti Ahok, dia konsisten dengan apa yang 
dia pegang” (wawancara tanggal 3 Maret 2016) 
Hasil wawwancara dengan Kasie Pendaftaran menggambarkan sikap 
barani seperti Gubernur DKI Jakarta sekarang ini.  
Sikap barani, tidak hanya diterapkan dengan adanya ketegasan akan 
tetapi sikap barani (berani) juga diterapkan berdasarkan aturan yang ada. 
Jadi  penerapan sikap barani pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dengan kata lain sikap barani 
yang mempunyai dasar. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Tata 
Usaha (Cristianty M) sebagai berikut: 
103 
 
“Prinsip dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan dasar 
apakah itu permen atau keputusan bupati atau kepala kantor itu  
menjadi dasar mengambil kebijakan dan kita tidak bisa mengambil 
keputusan tanpa adanya pegangan. Kalau kami harus sesuai dengan 
perintah atasan” (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam mengambil 
keputusan harus senantiasa sesuai dengan aturan yang ada. Untuk 
memastikan bahwa memang demikian Peneliti kemudian melakukan 
wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mengurus Surat Izin 
Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan 
Bangunan. Salah seorang informan saat itu menjelaskan bahwa salah 
seorang temannya tidak dapat dilayani karena lokasi yang akan diberi izin 
tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi bukti bahwa aparatur pada 
KPPT berani berkata tidak dan konsisten senantiasa menjalankan pelayanan 
sesuai dengan ketentuan. Berikut ini petikan wawancara dengan beberapa 
informan: 
Bapak Antonius (mengurus SIUP): 
“waktu saya urus itu hari saya juga punya seorang teman, itu tetangga 
sebelah, tetapi itu hari tidak bisa karena katanya tidak sesuai dengan 
aturan, aparat dibawa tidak mau sama sekali, kami juga sudah coba 
nego tapi mereka tidak mau” (wawancara tanggal 20 April) 
Hasil wawancara dengan Antonius menggambarkan bahwa KPPT 
tidak dapat memberikan izin kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang ada. Demikian pula yang disampaikan oleh Petrus Sayu 
(mengurus IMB) sebagai berikut: 
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“sebenarnya saya mau membangun dulu disini, tetapi tidak diberi izin, 
karena katanya tidak sesuai ketentuan, saya coba bayar bilang berapa 
saja yang penting izinnya keluar, tetapi mereka tidak mau” (wawancara 
tanggal 20 April 2016) 
 
Penerapan barani juga ditunjukkan dengan tidak adanya diskriminasi 
dalam lingkungan kerja pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Semua 
aparatur melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing serta pimpinan memperlalukan sama semua aparatur tidak ada 
perbedaan antara satu dengan yang lainnya. 
Selain itu, kinerja pertanggung jawaban aparatur senantiasa dievaluasi 
lewat setiap tugas yang dilaksanakan. Dalam sistem pendaftaran perizinan 
masing masing Kepala Seksi akan dinilai kinerjanya dalam proses penerbitan 
izin tersebut. Pada sistem yang digunakan, sistem akan menilai apa yang 
dilakukan oleh aparatur dalam proses perizinan tersebut. Oleh sebab itu, nilai 
aparatur akan diketahui dalam proses pendaftaran izin tersebut. 
 Barani (berani) dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintahan 
merupakan nilai mendukung untuk dikembangkan. Berani dalam hal ini 
adalah karena kebenaran dan berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak 
sesuai dengan ketentuan. Sikap berani sebagai bagian dari nilai lokal tallu 
bakaa, merupakan hal yang wajib dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah 
dalam rangka menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada.  
 Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat tentang sikap 
barani oleh aparatur, dari semua informan menyatakan bahwa sebagai 
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masyarakat Toraja, para aparatur sudah menunjukkan sikap barani dalam 
menjalankan pelayanan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 
diterbitkannya izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan karena dilakukan 
secara terpadu maka semua pihak terlibat didalamnya. Jadi terbitnya suatu 
izin merupakan tanggung jawab semua aparatur yang ada. 
  
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Budaya Lokal 
Tallu Bakaa Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Tana Toraja 
Berdasarkan hasil wawancara yang dirangkum oleh peneliti berkaitan 
dengan pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal oleh aparatur pemerintahan pada 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dari analisis penulis ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan dari nilai-nilai lokal yang 
dimaksud, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang mendukung 
dan menghambat sebagai berikut: 
 
4.3.1 Faktor Pendukung 
Sebagai upaya dalam melestarikan nilai budaya suatu daerah, maka 
harus ada faktor yang mendukung dalam penerapan nilai budaya tersebut. 
Demikian pula dengan nilai budaya lokal tallu bakaa. Berdasarkan hasil 
penelitian, ditemukan ada beberapa faktor yang mendukung penerapan 
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budaya lokal tallu bakaa pada Kantor pelayanan Perizinan Terpadu sebagai 
berikut: 
4.3.1.1 Berdasarkan hasil penelitian, dari 11 orang aparatur yang bekerja 
pada kantor pelayanan perizinan terpadu, hanya ada tiga aparatur 
yang bukan berasal dari toraja, yakni Kepala Kantor, Kasubag Tata 
Usaha, dan Kasie Penerbitan Izin. Tingkat pemahaman nilai budaya 
lokal aparatur pemerintah daerah yang berasal dari suku Toraja 
sebagai salah satu pendukung. 
4.3.1.2 Adanya dorongan dalam diri aparatur pemerintah daerah dalam 
melaksanakan kewajiban bahwa sebagai orang Toraja kita harus 
menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari orang Toraja yang harus 
melestarikan budaya itu. Dalam menjalankan tugas aparatur didorong 
oleh keinginan untuk tetap menjalankan kewajiban sesuai dengan 
kebudayaan yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan. Hal ini 
tentunya mendukung penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa juga 
dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Toraja. 
4.3.1.3 Adanya dukungan dari pimpinan, meskipun pimpinan bukan berasal 
dari suku toraja asli, akan tetapi beliau mendukung pengembangan 
nilai budaya lokal yang ada di Tana Toraja. Hal ini juga merupakan 
salah satu faktor yang dapat mendukung dikembangkannya budaya 




4.3.2 Faktor Penghambat 
Selain faktor pendukung, hasil penelitian ini menemukan  adanya 
faktor yang menghambat penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang 
menghambat akan penerapan nilai budaya lokal. 
4.3.2.1 Aparatur pemerintah daerah di KPPT yang  tidak memahami 
mengenai nilai budaya lokal tallu bakaa. Meskipun dalam aktifitas 
pelayanan pemerintahan dalam hal mengurus Izin Usaha 
Perdagangan, Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan 
terdapat nilai-nilai budaya lokal tallu bakaa namun sesungguhnya 
aparatur pemerintah daerah tidak memahami secara mendalam. Hal 
ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yaitu aparatur 
pemerintah daerah, ketika ditanya, semua informan tidak memahami 
tentang nilai budaya lokal tallu bakaa. Kurangnya pemahaman akan 
nilai budaya lokal tallu bakaa ini merupakan salah satu penghambat 
dalam penerapannya.  
4.3.2.2 Tidak adanya inisiatif dari aparatur pemerintah daerah untuk mencari 
tahu dan mempelajari nilai budaya lokal. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan informan, ketika peneliti bertanya apakah ada 
inisiatif dari aparatur pemerintah daerah, mereka menjawab bahwa 
tidak ada upaya untuk mencari tahu dan mempelajari budaya lokal 
tallu bakaa. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat karena 
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tidak adanya inisiatif untuk belajar akan nilai budaya lokal. Alasan 
yang disampaikan informan adalah tidak adanya waktu untuk belajar 
tentang budaya lokal tallu bakaa. Berdasarkan keterangan tersebut, 
maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya inisiatif untuk 
mencari tahu merupakan penghambat dalam penerapan nilai budaya 




















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
5.1.1 Penerapan Budaya Lokal Tallu Bakaa dalam Pelayanan 
Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa tidak dapat 
dilakukan dengan maksimal karena aparatur pemerintah daerah tidak 
memahami arti akan nilai budaya lokal tallu bakaa serta dalam memberikan 
pelayanan, aparatur lebih dominan didorong oleh tuntutan budaya organisasi. 
Budaya organisasi lebih dominan menuntut aparatur karena adanya rasa 
segan atau takut kepada pimpinan serta sanksi yang akan diterima.  
 
5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Budaya Lokal 
dalam Pelayanan Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Tana Toraja. 
Dalam penerapan budaya lokal tallu bakaa terdapat faktor yang 
mendukung, seperti aparatur pemerintah yang berasal dari suku Toraja, 
adanya dorongan dalam diri aparatur pemerintah daerah dan adanya 
dukungan dari pimpinan. Namun, ada pula faktor yang menghambat seperti 
aparatur pemerintah daerah yang tidak memahami nilai budaya lokal tallu 
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Adapun saran sebagai kelanjutan dari kesimpulan di atas yang 
dimaksudkan untuk menjaga eksistensi nilai-nilai budaya lokal dalam 
pelayanan pemeritahan di Kabupaten Tana Toraja, khususnya pada Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut : 
5.2.1 Mensosialisasikan RPJP dan RPJM kepada seluruh aparatur 
pemerintahan karena dalam RPJP dan RPJM terdapat nilai-nilai lokal 
yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. 
5.2.2 Memasukkan muatan materi tentang kearifan lokal untuk 
membangun pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal, dalam 
kegiatan-kegiatan pada kantor pelayanan pemerintahan. 
5.2.3 Memasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah lebih 
spesifik, yang memuat tentang materi-materi kearifan lokal, sehingga 
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BUPATI TANA TORAJA 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 
NOMOR   2      TAHUN 2012 
TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN 
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN  TANA  TORAJA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
BUPATI TANA TORAJA, 
 
Menimbang   : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan 
akuntabilitas pelayanan perizinan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, perlu 
dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dengan membentuk kelembagaan 
pelayanan perizinan  terpadu; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Tana Toraja;  
Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822 ); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974  Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 




Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 
Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4741); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 




12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor  3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 
dan 
BUPATI  TANA  TORAJA 
 
M E M U T U S K A N   : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN 
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANA TORAJA. 
 
BAB  I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah  dan DPRD Kabupaten Tana Toraja menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku 





8. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap 
waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan. 
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan 
Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam 
satu pintu dan satu tempat. 
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur atau 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan 
untuk memberikan pelayanan perizinan. 
11. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Tana Toraja. 
12. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam 
menata organisasi  perangkat daerah sesuai dengan lingkup 
kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata 
pemerintahan. 
13. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah 
yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat 
daerah. 
14. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat 
daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. 
15. Simplikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat 
daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. 
 
 
BAB  II 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEWENANGAN                        
Pasal   2 
(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Tana Toraja. 
(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 
 
(3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai wewenang 
menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan 




(4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
BAB  III 
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI 
Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 
Pasal  3 
(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas 
: 
a. Kepala Kantor; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi; 
d. Tim Teknis; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan susunan  organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
(3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan dalam Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal  4 
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas : 
a. Seksi Pendaftaran; 
b. Seksi Verifikasi; 
c. Seksi Penerbitan Perizinan; 




Pasal  5 
 
Eselon  Jabatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai 




a. Kepala Kantor adalah Jabatan struktural Eselon III-a ; 





TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal  6 
(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok 
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip 
koordinasi, integrasi, simplikasi, keamanan, kepastian dan 
transparansi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan program kantor; 
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; 
c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 
d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 
f. pelaksanaan koordinasi pengaduan dan pengendalian perizinan; 
dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
 
BAB  V 
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 
Bagian Kesatu 
Kepegawaian 
Pasal  7 
(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan  Perizinan 




(2)    Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan  Perizinan 
Terpadu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
(3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural di 
lingkungan Kantor Pelayanan  Perizinan Terpadu dilaksanakan oleh 
pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-





Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 
 
BAB  VI 
JABATAN FUNGSIONAL 
Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional dalam 
jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 
(2)    Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh 
Bupati. 
(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. 
 
 
BAB  VII 
TATA KERJA 
Pasal 10 
Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan 
Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-




horizontal dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan unit 
kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah. 
Pasal 11 
Setiap pimpinan unit kerja di Lingkungan Kantor Pelayan  Perizinan 
Terpadu  mempunyai kewajiban : 
a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan; 
b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; 
d. mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta 
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala tepat waktu atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan; 
e. menyampaikan tembusan kepada unit kerja lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja; dan 
f. mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahan 
untuk dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut kepada 




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 12 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 





Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pelayanan pemberian 
perizinan tetap diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sampai ditetapkannya 




BAB   X 
KETENTUAN  PENUTUP 
Pasal   14 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 
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pada tanggal 29 Agustus 
2012 
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Diundangkan di  Makale 
pada tanggal    29 Agustus 2012 
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